BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAN PERENCANAAN

Menimbang

Mengingat

GEOPARK BATUR TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi
harmonis berdasarkan falsafah Tri Hita Karana dan Sat
Kerthi Loka Bali di daerah, diperlukan adanya Rencana
Detail Tata Ruang;

bahwa adanya kebutuhan ruang bagi masyarakat untuk
bersosialisasi dalam wadah ruang wilayah yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043
perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang untuk Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Geopark Batur Tahun 2024-2044;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.

Kepala Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Bangli.

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga
unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara
manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan
lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan
kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat dan secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.
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Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi.

Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-
fungsi lain.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam RDTR.

Aturan Teknis Zonasi atau zoning text adalah aturan pada suatu zonasi yang
berisi ketentuan pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan,
intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan
prasarana minimum yang harus disediakan, aturan lain.

Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi
konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam
penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan
kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah
wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi
(Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi
(Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati
(Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola
untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian
masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat
dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan
pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan
sekitarnya.

Geopark Batur adalah Taman Bumi (Geopark) yang telah ditetapkan sebagai
bagian dari anggota jaringan Taman Bumi Global Geopark Network (GGN), di
wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Wilayah Perencanaan Geopark Batur yang selanjutnya disebut WP Geopark
Batur adalah bagian dari Geopark Batur di wilayah Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli yang disusun RDTR.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari
WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang
sejenis sesuai dengan rencana kota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
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sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-
fungsi lain.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa
sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian
jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan
kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara
lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk,
serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur
dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut
yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara
kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan
bahu jalan.

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah perkebunan rakyat adalah
hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25
hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50%
atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan
untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan
mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan,
dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan
kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya
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Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi,
dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang,
deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang
difungsikan untuk pengembangan pemerintahan bekerja/berusaha,
dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode KT adalah peruntukan ruang di
daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk
mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional dalam wupaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di
dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,
termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Subzona Pemakaman dan setra dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang
terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau
kremasi/pembakaran jenasah yang juga dapat berfungsi sebagai daerah
resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar
seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Subzona Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah daerah pelestarian
alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan
rekreasi.

Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah hutan dengan
faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara
125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat)
di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam,
dan taman buru.

Subzona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan
kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Subzona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
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Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah
Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk
skala kecamatan.

Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan/Desa dengan kode SPU-
3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk
skala kelurtahan/desa.

Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-1 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah
peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk
mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya

Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka
persentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas
Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan
atau blok perencanaan yang direncanakan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas
persil/kavling.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
persil/kavling.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah KDH adalah
angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
dengan luas persil/kavling.

Koefisien Tapak Besemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar
bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan.

Ketinggian bangunan (TB) adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang
diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap
bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan
meter.

Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus
yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan
didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang
struktur bangunan dengan atap.
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Garis sempadan bangunan (GSB) adalah jarak minimum antara garis pagar
terhadap dinding bangunan terdepan.

Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke
tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan
dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup
Masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga
atau Kahyangan Desa yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan
sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Wewidangan Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang
terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan
Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Paragraf 1
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

O 0T

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Zonasi; dan
kelembagaan.



(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

WP Geopark Batur meliputi sebagian Kecamatan Kintamani dengan luas
12.212,71 (dua belas ribu dua ratus dua belas koma tujuh satu) hektar,
termasuk ruang perairan, ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

Batas-batas WP Geopark terdiri atas:

a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sukawana, sebagian
Desa Kintamani, Sebagian Desa Pinggan, Sebagian Desa Belandingan;

b. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Sebagian Desa Songan A,
sebagian Desa Songan B, Sebagian Desa Terunyan, Sebagian Desa
Abangsongan, sebagian Desa Abang Batu Dinding, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli dan wilayah Kabupaten Karangasem:;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Katung, Desa
Belancan, sebagian Desa Kintamani, Desa Serai; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan sebagian wilayah Desa Katung, Desa
Abuan, Desa Bonyoh, Desa Sekaan, Desa Sekardadi, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Kecamatan Bangli dan Kecamatan
Tembuku, Kabupaten Bangli.

WP Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di wilayah

Kecamatan Kintamani yang meliputi:

a. sebagian Desa Kintamani dengan luas 1.272,06 (seribu dua ratus tujuh
puluh dua koma nol enam) hektar;

b. seluruh Desa Batur Utara dengan luas 421,66 (empat ratus dua puluh
satu koma enam enam) hektar;

c. seluruh Desa Batur Selatan dengan luas 2.027,89 (dua ribu dua puluh
tujuh koma delapan sembilan) hektar;

d. seluruh Desa Batur Tengah dengan luas 1.691,35 (seribu enam ratus
sembilan puluh satu koma tiga lima) hektar;

e. seluruh Desa Bayunggede dengan luas 988,61 (sembilan ratus delapan
puluh delapan koma enam satu) hektar;

f.  seluruh Desa Kedisan dengan luas 417,41 (empat ratus tujuh belas
koma empat satu) hektar;

g. seluruh Desa Buahan dengan luas 479,13 (empat ratus tujuh puluh
sembilan koma satu tiga) hektar;

h. seluruh Desa Suter dengan luas 515,23 (lima ratus lima belas koma dua
tiga) hektar;

i.  sebagian Desa Abang Songan dengan luas 647,53 (enam ratus empat
puluh tujuh koma lima tiga) hektar;

j-  sebagian Desa Abang Batudinding dengan luas 573,40 (lima ratus tujuh
puluh tiga koma empat nol) hektar;

k. sebagian Desa Terunyan dengan luas 794,72 (tujuh ratus sembilan
puluuh empat koma tujuh dua) hektar;

l.  sebagian Desa Songan A dengan luas 751,78 (tujuh ratus lima puluh
satu koma tujuh delapan) hektar;

m. sebagian Desa Songan B dengan luas 1.155,77 (seribu seratus lima
puluh lima koma tujuh tujuh) hektar;

n. sebagian Desa Pinggan dengan luas 358,67 (tiga ratus lima puluh
delapan koma enam tujuh) hektar; dan



(4)
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sebagian Desa Belandingan dengan luas 117,52 (seratus tujuh belas
koma lima dua) hektar.

WP Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 (enam)
SWP yang terdiri atas:

SWP A, dengan luas 2.926,31 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam
koma tiga satu) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:

a.

1.

SWP A Blok A.1, seluas 900,71 (sembilan ratus koma tujuh satu)
hektar meliputi sebagian Desa Kintamani, sebagian Desa Batur
Utara dan sebagian Desa Batur Selatan.

SWP A Blok A.2, seluas 898,60 (delapan ratus sembilan puluh
delapan koma enam nol) hektar meliputi sebagian sebagian Desa
Kintamani dan sebagian Desa Batur Utara.

SWP A Blok A.3, seluas 517,76 (lima ratus tujuh belas koma tujuh
enam) hektar, meliputi sebagian Desa Desa Batur Utara dan
sebagian Desa Bayunggede; dan

SWP A Blok A.4, seluas 609,25 (enam ratus sembilan koma dua
lima) hektar, meliputi sebagian Desa Kintamani, sebagian Desa
Batur Selatan dan sebagian Desa Bayungggede.

SWP B, dengan luas 1.583,95 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma
sembilan lima) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:

1.

SWP B Blok B.1, seluas 594,24 (lima ratus sembilan puluh empat
koma dua empat) hektar meliputi sebagian Desa Batur Tengah dan
Sebagian Desa Kedisan;

SWP B Blok B.2, seluas 579,26 (lima ratus tujuh puluh sembilan
koma dua enam) hektar meliputi sebagian Desa Bayunggede; dan

SWP B Blok B.3, seluas 410,44 (empat ratus sepuluh koma empat
empat) hektar meliputi sebagian Desa Kedisan dan sebagian Desa
Buahan.

SWP C, dengan luas 1.744,36 (seribu tujuh ratus empat puluh empat
koma tiga puluh enam) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:

1.

2.

SWP C Blok C.1, seluas 865,28 (delapan ratus enam puluh lima
koma dua delapan) hektar meliputi sebagian Desa Terunyani; dan
SWP C Blok C.2, seluas 879,08 (delapan ratus tujuh puluh sembilan
koma nol delapan) hektar meliputi Desa Suter, sebagian Desa
Abangsongan dan sebagian Desa Abang Batudinding.

SWP D, dengan luas 1.187,37 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma
tiga tujuh) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:

1.

SWP D Blok D.1, seluas 557,51 (lima ratus lima puluh tujuh koma
lima satu) hektar meliputi sebagian Desa Kedisan, sebagian Desa
Buahan dan sebagian Desa Abang Batudinding; dan

SWP D Blok D.2, seluas 629,86 (enam ratus dua puluh sembilan
koma delapan enam) hektar meliputi sebagian Desa Abangsongan
dan sebagian Desa Terunyan.

SWP E, dengan luas 2.699,49 (dua ribu enam ratus sembilan puluh
sembilan koma empat sembilan) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok,
meliputi:

1.

SWP E Blok E.1, seluas 1.718,11 (seribu tujuh ratus delapan belas
koma satu satu) hektar meliputi sebagian Desa Batur Selatan dan
sebagian Desa Batur Tengah; dan

SWP E Blok E.2, seluas 981,38 (sembilan ratus delapan puluh satu
koma tiga delapan) hektar meliputi sebagian Desa Batur Tengah.



(5)

(6)

(7)

f.  SWP F, dengan luas 2.071,24 (dua ribu tujuh puluh satu koma dua
empat) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
1. SWP F Blok F.1, seluas 476,19 (empat ratus tujuh puluh enam
koma satu sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Belandingan
dan sebagian Desa Pinggan;

2. SWP F Blok F.2, seluas 661,54 (enam ratus enam puluh satu koma
lima empat) hektar meliputi sebagian Desa Songan A dan sebagian
Desa Songan B; dan

3. SWPF Blok F.3, seluas 933,51 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma
lima satu) hektar meliputi sebagian Desa Songan B.

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh
wewidangan/wewengkon 14 (empat belas) desa adat di WP meliputi
wewidangan/wewengkon Desa Adat Kintamani, Desa Adat Kayu Kapas, Desa
Adat Batur, Desa Adat Bayunggede, Desa Adat Kedisan, Desa Adat Buahan,
Desa Adat Binyan Buahan, Desa Adat Abang Songan, Desa Adat Abang
Batudinding, Desa Adat Suter, Desa Adat Terunyan, Desa Adat Songan, Desa
Adat Pinggan, Desa Adat Belandingan.

Orientasi WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ruang lingkup WP, SWP, dan blok sebagaimana dimakud pada ayat (4),
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Geopark Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan sebagai Destinasi Pariwisata berbasis
Taman Bumi, Ekowisata, Budaya Lokal, dan Pertanian Berkelanjutan
berlandaskan Tri Hita Karana.

(1)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
meliputi:

rencana pengembangan pusat pelayanan;

rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum;

O OO TP



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan
beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

j- ~rencana jaringan prasarana lainnya

Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu
banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

= 0

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan

c. pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kintamani terdapat pada SWP A Blok A.2.
Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

SPPK Bayunggede yang terdapat pada SWP A Blok A.4;

SPPK Panelokan yang terdapat pada SWP B Blok B.1;

SPPK Suter-Abangbatudinding yang terdapat pada SWP C Blok C.2;
SPPK Kedisan yang terdapat pada SWP D Blok D.1;

SPPK Toyabungkah yang terdapat pada SWP E Blok E.2; dan

SPPK Songan yang terdapat pada SWP F Blok F.2.

Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdapat pada:

SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;

SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

O Q0o
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Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer;

c. jalan lingkungan primer;



(2)

(4)

d.
e.
f.

terminal penumpang tipe C;
pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan

alur-pelayaran kelas III.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas ruas jalan:

a.

© o o o
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aa.
bb.
cc.
dd.

€c.

ff.

g8.

Ruas Jalan Tampaksiring-Sp. Penelokan (JKP-1) (JSN) melintasi SWP B;
Ruas Jalan Bts. Kota Bangli-Penelokan (JKP-2) melintasi SWP B;

Ruas Sp. Penelokan-Bts. Buleleng (JKP-2) melintasi SWP A, SWP B;
Ruas Jalan Ubud-Tegallalang-Bubungbayung (JKP-2) melintasi SWP B;

Jalan Akses Pura Besakih-Ulundanu Batur (JKP-2) melintasi SWP B,
SWP C, SWP D, SWP E, SWP F;

Ruas Jalan Kedewatan-Payangan-Baturanyar (JKP-3) melintasi SWP A;
Ruas Jalan Simp. Kedisan-Kedisan (JKP-3) melintasi SWP D;

Ruas Jalan Sp. Sekardadi-Sp. Bayung Gede (JKP-3) melintasi SWP A,
SWP B;

Bayungede-Batur-1 (JKP-4) melintasi SWP A, SWP B;
Batur-Culali (JKP-4) melintasi SWP A;

Jalan Batur-Bayunggede-1 (JKP-4) melintasi SWP A, SWP B;
Jalan Bayunggede-Manikliyu-Belantih melintasi SWP A;

Jalan Beluhu-Alasngandang (JKP-4) melintasi SWP C;

Jalan Culali-Toya Mula (JKP-4) melintasi SWP A;

Jalan Kintamani-Manikliyu-Langgahan melintasi SWP A;

Jalan Lingkar Penelokan melintasi SWP B;

Jalan Lokal Ds Kintamani (JKP-4) melintasi SWP A;

Jalan Lokal Ds Kintanani-2 (JKP-4) melintasi SWP A;

Jalan Penulisan-Belandingan-Songan melintasi SWP F;

Jalan Sekitar Pura Batur melintasi SWP A;

Jalan Shortcut Suter-Sekardadi melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP
F;

Jalan Songan-Tianyar melintasi SWP F;

Jalan Suter-Penagalandih (JKP-4) melintasi SWP C;

Jalan Wisata Alam Pendakian Gn Abang (JKP-4) melintasi SWP C;
Jalan. Penelokan-Taksu (JKP-4) melintasi SWP B;
Kedisan-Trunyan (JKP-4) melintasi SWP D;

Kintamani-Belancan (JKP-4) melintasi SWP A;
Penelokan-BBklambu (JKP-4) melintasi SWP SWP A, SWP B, SWP E;
Pinggan Kaldera (JKP-4) melintasi SWP F;

Songan-Belandingan (JKP-4) melintasi SWP F;

Songan-Serongga (JKP-4) melintasi SWP F;

Songan-Yeh Mampeh (JKP-4) melintasi SWP A, SWP E, SWP F;
Suter-Absongan (JKP-4) melintasi SWP C; dan

hh. Yeh Mampeh-Balingkang (JKP-4) melintasi SWP A, SWP F.

Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jalan
kolektor primer 1 dengan status jalan nasional.
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Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai huruf e
merupakan jalan kolektor primer 2 dengan status jalan provinsi.

Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sampai huruf h,
merupakan jalan kolektor primer 3 dengan status jalan provinsi.

Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i sampai huruf hh,
merupakan jalan kolektor primer 4 dengan status jalan kabupaten.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
ruas jalan:
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Jalan Tabih-Mukus-Suter melintasi SWP C;

Jalan Desa Kintamani-Kintamani melintasi SWP A;
Jalan Pura Payogan melintasi SWP E, SWP F;

Jalan Mukus melintasi SWP C;

Jalan Absongan melintasi SWP C;

Jalan akses Kedisan melintasi SWP B;

Jalan Batur-Masem melintasi SWP A;

Jalan Baturl melintasi SWP A;

Jalan Batur3 melintasi SWP A;

Jalan Batur-Bayunggede-1 melintasi SWP A, SWP B;
Jalan Belong Danginan-Pemuteran melintasi SWP C;
Jalan Beluhu-Kubakal melintasi SWP C;

Jalan Binyan-Tiyingtali melintasi SWP A;

Jalan Binyan Buahan melintasi SWP B;

Jalan bjr Mesem Dwi Tirta melintasi SWP A;

Jalan bobocabin melintasi SWP F;

Jalan Buahan melintasi SWP B

Jalan Bubung Kelambu-Seked melintasi SWP B, SWP D, SWP E;
Jalan Bubungklambu-Pura Parapen melintasi SWP E;
Jalan Bugbugan — Telemba melintasi SWP B;

Jalan Bugbugan-Telemba-1 melintasi SWP B;

Jalan desa Jalan Kutuh-Jalan Sedha Songan melintasi SWP F;
Jalan desa Kintamani melintasi SWP A;

Jalan Desa Pulestis Songan melintasi SWP F;

Jalan desa Songan-9 melintasi SWP F;

Jalan Gatur-Gunung Kunyit melintasi SWP A;

Jalan Gluwung-Kubakal melintasi SWP C;

. Jalan Greenhil melintasi SWP F;

Jalan Lokal Desa Songan-5 melintasi SWP F;

. Jalan Lokal Desa Songan-6 melintasi SWP F;

Jalan Lokal desa Songan-9 melintasi SWP F;
Jalan Lokal Ds Kintamani melintasi SWP A;
Jalan Lokal Ds Kintamani-3 melintasi SWP A;

. Jalan Lokal Ds Kintamani-4 melintasi SWP A;

Jalan lokal ds Songan 8 melintasi SWP F;
Jalan Lokal Ds Songan-10 melintasi SWP F;

. Jalan Lokal Ds Songan-11 melintasi SWP F;

Jalan Lokal Kintamani4 melintasi SWP A;

.Jalan Lokal Pinggan-1 melintasi SWP F;
. Jalan Lokal Pinggan-2 melintasi SWP F;

Jalan Lokal Songan melintasi SWP F;

. Jalan Lokal songan-1 melintasi SWP F;

Jalan Lokal Songan-4 melintasi SWP F;
Jalan Lokal Toyabungkah-5 melintasi SWP E;
Jalan lpkal Ds Kintamani-2 melintasi SWP A;
Jalan Mesem Dwi Tirta 2 melintasi SWP A;

. Jalan Mundukwaru Buahan melintasi SWP B;



(9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

vv. Jalan Pura Pasar Agung melintasi SWP E;

ww. Jalan Pura Tampurhyang melintasi SWP E, SWP F;
xx. Jalan Santi-Batur melintasi SWP A;

yy. Jalan Santi 1 melintasi SWP A;

zz. Jalan suter melintasi SWP C;

aaa. Jalan Suter-Belong Dauhan melintasi SWP C;

bbb. Jalan suter-1 melintasi SWP C;

ccc. Jalan Tabih (JKP-4) melintasi SWP B;

ddd. Jalan Tabih-2 melintasi SWP C;

eee. Jalan Toyabungkah-Pasar Agung melintasi SWP E;
fff. Kedisan 2 melintasi SWP D;

ggg. Songan-Kayuselem melintasi SWP F;
hhh.Songan-1 melintasi SWP F;

iii. Toyabungkah-greenhill melintasi SWP E, SWP F;
jij- Toyabungkah-Songan melintasi SWP SWP E, SWP F; dan
kkk. Ruas Jalan TWA melintasi SWP E.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
tersebar di seluruh WP.

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdapat di di SWP A Blok A.4 dan SWP D Blok D.1.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, meliputi:

a. Dermaga Danau Desa Kedisan di SWP D Blok D.1;

b. Dermaga Danau Terunyan di SWP D Blok D.2;

c. Dermaga Danau Kuburan Terunyan di SWP F Blok F.3; dan
d. Dermaga Danau Toyabungkah di SWP E Blok E.2.

Alur-pelayaran kelas Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa
Alur Pelayaran Danau Batur, terdapat di:

a SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
b. SWP E Blok Blok E.2; dan
C. SWP F Blok F.3.

Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

c, terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan

c. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi saluran udara tegangan
menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR).

Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangkit listrik tenaga surya

(PLTS), terdapat di:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; dan



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

b. SWP E Blok E.2.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. saluran udara tenaga tinggi (SUTT) melalui SWP A dan SWP B; dan

b. kabel bawah tanah melalui SWP A dan SWP B.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, meliputi:

a. Saluran udara tegangan menengah (SUTM), melalui SWP A, SWP B, SWP
C, SWP D, SWP E dan SWP F; dan

b. Saluran udara tegangan rendah (SUTR), melalui SWP A, SWP B, SWP C,
SWP D, SWP E dan SWP F.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan

dalam peta dengan skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II1.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d, terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jaringan serat optik, melalui SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan
SWP F.

b. telepon fixed line, melalui SWP A, SWP B, SWP D, SWP E dan SWP F.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.2; dan

SWP F Blok F1, Blok F2 dan Blok F3.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. jaringan pengendalian banjir yang terdapat di SWP B, SWP D, SWP E
dan SWP F.
b. bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
2. SWPE Blok E.2; dan
3. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
Rencana rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana
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tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f, merupakan bagian dari sistem jaringan air minum wilayah
kabupaten, berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. unit air baku;
b. unit produksi; dan
c. unit distribusi.
Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di SWP D Blok D.1.
b. jaringan transmisi air baku, melalui SWP A, SWP B, SWP D, SWP E dan
SWP F.
Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. instalasi produksi yang terdapat di:
1. SWP B Blok B.1; dan;
2. SWP F Blok F.2.
b. bangunan penampung air yang terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
SWP B Blok B.1;
SWP C Blok C.2;
SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
SWP E Blok E.2; dan
. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
c. jaringan transmisi air minum, melalui SWP A, SWP B, SWP C, SWP D,
SWP E dan SWP F.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jaringan
distribusi pembagi, melalui SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP
F.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I[II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 12

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g,
meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik,
melalui SWP A dan SWP B.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa subsistem pengolahan terpusat yaitu IPAL skala kawasan
tertentu/permukiman yang terdapat di:
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SWP A Blok A.2;

SWP B Blok B.1;

SWP D Blok D.1, Blok D.2;

SWP E Blok E.2; dan

e. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
peta dengan skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf h, terdiri atas:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R); dan

b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1 dan Blok F.3.

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWP A Blok A.2;

b. SWP D Blok D.1; dan

c. SWP F Blok F.2.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1)
huruf i, terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
melalui SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP F.
Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
melalui SWP A, SWP B dan SWP F.
Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
melalui SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP F.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II1.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf j, meliputi:
jalur evakuasi bencana;
jalur sepeda;
jalur pejalan kaki;
tanggul penahan longsor;
bangunan penahan longsor; dan
tempat evakuasi sementara.
Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP F.
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP
A, SWP B, SWP D, SWP E dan SWP F.
Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di
SWP A, SWP B, SWP D, SWP E dan SWP F.
Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang
terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP F.
Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
meliputi:
a. tempat evakuasi sementara (TES) meliputi:
Desa Abangsongan terdapat di SWP D Blok D.2;
Desa Batur Selatan terdapat di SWP A Blok A.3;
Desa Batur Tengah terdapat di SWP B Blok B.1;
Desa Belandingan terdapat di SWP F Blok F.1;
Desa Buahan terdapat di SWP D Blok D.1;
Desa Songan A terdapat di SWP F Blok F.2;
Desa Songan B terdapat di SWP Blok F.3; dan
Desa Trunyan terdapat di SWP C Blok C.1.
b. tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:

1. Puskesmas Kintamani 1 terdapat di SWP A Blok A.2; dan

2. SMA Negeri 1 Kintamani terdapat di SWP C Blok C.2.
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
a. zona lindung; dan;

b. zona budidaya

Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu
banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
zona badan air (BA);

zona hutan lindung (HL);

zona perlindungan setempat (PS);

zona ruang terbuka hijau (RTH); dan

zona konservasi (KS).

Paocop

Pasal 18

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi
Danau Batur seluas 1.607,49 (seribu enam ratus tujuh koma empat sembilan)
hektar, yang terdapat di:

a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

b. SWP E Blok E.2; dan

c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Pasal 19

Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas
358,25 (tiga ratus lima puluh delapan koma dua lima) hektar, yang terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP C Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan

SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

poop

Pasal 20

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c
seluas 21,98 (dua puluh satu koma sembilan delapan) hektar, yang terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1;

SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1, dan Blok D.2;

SWP E Blok E.1; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
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Pasal 21

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf d, meliputi:
a. subzona taman kecamatan (RTH-3);
b. subzona taman kelurahan (RTH-4); dan
c. subzona pemakaman (RTH-7).

(2) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.1; dan
b. SWP F Blok F.3.

(3) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, seluas 18,22 (delapan belas koma dua dua) hektar yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;



d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
e. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

(4) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
seluas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektar yang terdapat di:

SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP C Blok C.2;

SWP D Blok D.1; dan

SWP F Blok F.1 dan Blok F.3.
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Pasal 22

Zona konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, berupa
subzona taman wisata alam (TWA) seluas 2.646,12 (dua ribu enam ratus empat
puluh enam koma satu dua) hektar, yang terdapat di:

SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
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Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 23

Zona budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
zona badan jalan (BJ);
zona hutan produksi (KHP);
zona perkebunan rakyat (KR);
zona pertanian (P);
zona pariwisata (W);
zona perumahan (R)
zona sarana pelayanan umum (SPU)
zona perdagangan dan jasa (K);
zona perkantoran (KT);
zona peruntukan lainnya (PL);
zona pengelolaan persampahan (PP);
zona transportasi (TR); dan
. zona pertahanan dan keamanan (HK).
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Pasal 24

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas
116,95 (seratus enam belas koma sembilan lima) hektar, yang terdapat di seluruh
Blok.

Pasal 25

Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b,
berupa subzona hutan produksi terbatas (HPT) seluas 415,54 (empat ratus lima
belas koma lima empat) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1; dan

b. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.



Pasal 26

Zona perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c,
seluas 702,30 (tujuh ratus dua koma tiga nol) hektar, yang terdapat di:
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SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1, dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan

SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.

Pasal 27

Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
a. subzona hortikultura (P-2); dan

b. subzona perkebunan (P-3).

Subzona hortikultura (P-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
seluas 2.084,19 (dua ribu delapan puluh empat koma satu sembilan) hektar
yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;

c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan

d. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
seluas 1.466,04 (seribu empat ratus enam puluh enam koma nol empat)
hektar yang terdapat di:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
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Pasal 28

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 625,01
(enam ratus dua puluh lima koma nol satu) hektar, yang terdapat di:
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(1)

(2)

SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
SWP C Blok C.2;

SWP D Blok D.1;

SWP E Blok E.2; dan

SWP F Blok F.3.

Pasal 29

Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f
meliputi:

a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);

b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).

Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas 54,33 (lima puluh empat koma tiga tiga) hektar
terdapat di:

a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.4; dan

b. SWP D Blok D.2.
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Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, seluas 284,72 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh
dua) hektar terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

b. SWP D Blok D.2; dan

c. SWPF Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, seluas 1.721,91 (seribu tujuh ratus dua puluh satu koma
sembilan satu) hektar, terdapat di:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
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Pasal 30

Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf g, meliputi:

a. subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);

b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);

c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan

d. subzone sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).

Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, seluas 3,14 (tiga koma satu empat) hektar, terdapat di:
a. SWP A Blok A.4; dan

b. SWP F Blok F.2.

Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,16 (enam koma satu enam) hektar,
terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

b. SWP C Blok C.2;

c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan

d. SWPF Blok F.1 dan Blok F.2.

Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,64 (empat koma enam empat)
hektar, terdapat di:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;

c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

d. SWP D Blok D.2; dan

e. SWP F Blok F.1 dan Blok F.3.

Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar, terdapat di
SWP D Blok D.1.

Pasal 31

Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
h, meliputi:

a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan

c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas 4,49 (empat koma empat sembilan) hektar, terdapat
di SWP A Blok A.2.



(3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, seluas 25,33 (dua puluh lima koma tiga tiga) hektar, terdapat
di:

a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
b. SWP C Blok C.2;

c. SWP D Blok D.1;

d. SWPE Blok E.2; dan

e. SWP F Blok F.3.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, seluas 30,42 (tiga puluh koma empat dua) hektar,
terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
b. SWP C Blok C.2; dan
c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Pasal 32

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufi, seluas 2,21
(dua koma dua satu) hektar, terdapat di:

SWP A Blok A.2 dan Blok A.4;

SWP C Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan

SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.
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Pasal 33

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j,
berupa subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) seluas 0,99 (nol koma
sembilan sembilan) hektar, terdapat di:

SWP A Blok A.2;

SWP B Blok B.1;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.2; dan

SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
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Pasal 34

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
k, seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar, terdapat di

a. SWP A Blok A.2;

b. SWP D Blok D.1; dan

c. SWP F Blok F.2.

Pasal 35

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ], merupakan
subzona perkantoran seluas 2,81 (dua koma delapan satu) hektar, terdapat di:

a. SWP B Blok B.1;

b. SWP D Blok D.1; dan

c. SWP E Blok E.2.

Pasal 36
Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf m, berupa Koramil 1626-04/Kintamani seluas 0,07 (nol koma nol tujuh)
hektar yang terdapat di SWP A Blok A.2.



BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang RDTR WP Geopark Batur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mencakup:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

KKKPR; dan
program prioritas pemanfaatan ruang.

Pasal 38

Pelaksanaan KKKPR di WP Geopark Batur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 39

Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi

sebagai:

perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

acuan dalam pemberian KKPR;

acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

acuan dalam pengenaan sanksi; dan

rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi bermanfaat untuk:

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditentukan;

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

a. aturan dasar; dan

b. teknik pengaturan zonasi (TPZ).

oo o



Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

O Q0o

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan secara
terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan (T);

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan
syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana dan prasarana
yang ditetapkan diluar ketentuan sarana dan prasarana minimal serta
memperoleh persetujuan teknis instansi terkait (B);

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diterapkan pada:

Zona Badan Air (BA);

Zona Hutan Lindung (HL);

Zona Perlindungan Setempat (PS);

Zona RTH Kota (RTH) meliputi:

1. sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

2. sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan

3. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

Zona Konservasi berupa sub-zona taman wisata alam (TWA);
Zona Badan Jalan (BJ);

Zona Hutan Produksi (KHP) berupa sub-zona hutan produksi terbatas
(HPT);

Zona Perkebunan Rakyat (KR);

Zona Pertanian (P) meliputi:

1. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan

2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.

j-  Zona Pariwisata (W);

k. Zona Perumahan (R) meliputi:

1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);

2. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

3. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

l.  Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
1. sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
2. sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
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(3)

(1)

(2)

3. sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
m. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
n. Zona Perkantoran (KT);
0. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona Instalasi Pengolahan Air
Limbah (PL-4);
p. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
q. Zona Transportasi (TR); dan
r. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
d. Koefisien tapak basement (KTB) maksimal; dan
e. Luas kavling minimal.
KDB maksimal, KLB maksimal, KDH minimal, KTB maksimal dan luas
kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf d dan huruf e diterapkan pada:
Zona Hutan Lindung (HL);
Zona Perlindungan Setempat (PS);
Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
Zona Konservasi berupa sub-zona taman wisata alam (TWA);
Zona Badan Jalan (BJ);
Zona Hutan Produksi (KHP) berupa sub-zona hutan produksi terbatas
(HPT);
Zona Perkebunan Rakyat (KR);
Zona Pertanian (P) meliputi:
1. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
1. Zona Pariwisata (W);
j-  Zona Perumahan (R) meliputi:
1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
2. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
3. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
k. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
1. sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
2. sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
3. sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
l.  Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
m. Zona Perkantoran (KT);
n. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona Instalasi Pengolahan Air
Limbah (PL-4);
0. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
p. Zona Transportasi (TR); dan
q- Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.2 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c,

meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum,;

c. jarak Bebas Samping (JBS); dan

d. jarak Bebas Belakang (JBB).

Pengaturan tambahan tata bangunan pada subzona R-2, subzona R-3,

subzona R-4, subzona SPU-1, subzona SPU-2, subzona SPU-3, subzona K-1,

subzona K-2, subzona K-3, subzona KT, dapat diberikan apabila:

a. bangunan kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak
diberlakukan JBB; dan

b. bangunan deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.

Ketinggian bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku

pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian

terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat

daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

bangunan umum yang dimaksud meliputi:

bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;

bangunan terkait peribadatan;

bangunan terkait pertahanan keamanan;

bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;

bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;

bangunan khusus pemantau bencana alam;

bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan

pelayaran;

bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan

bangunan landmark;

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 ketentuan tata bangunan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal pada setiap zona peruntukan, meliputi:

a. prasarana parkir;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

aksesibilitas untuk difabel;

jalur pedestrian;

jalur sepeda;

bongkar muat;

kelengkapan jalan;

ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;

jalan akses publik;

tempat sampah;

saluran air bersih;

saluran air limbah;

tangki septik individual; dan

fasilitas toilet.

Ketentuan prasarana dan sarana paling minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.4 ketentuan
prasarana dan sarana paling rendah yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e,
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan
penggunaan lahan pada zona dan atau sub zona yang memiliki fungsi khusus
dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub zona
lainnya.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

a. kawasan rawan bencana;

b. tempat evakuasi bencana;

c. kawasan cagar budaya; dan

d. kawasan sempadan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.5 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.7 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.8 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. kawasan rawan bencana gunung api;

b. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan

c. kawasan rawan bencana banjir.



(2)

(3)

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi terdapat pada:

1. SWP A Blok A.1;

2. SWP B Blok B.1;

3. SWP D Blok D.1;

4. SWP E Blok E.2; dan

5. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi bertampalan (overlay)

dengan zona perkebunan rakyat, subzona hortikultura, subzona

perkebunan, zona pariwisata, subzona perumahan kepadatan sedang,

subzona perumahan kepadatan rendah, subzona SPU skala kecamatan,

subzona perdagangan dan jasa skala WP, subzona Instalasi Pengolahan

Air Limbah (IPAL) dan zona transportasi.

Zona peruntukan yang overlay dengan kawasan rawan bencana gunung

api tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:

1. pemanfaatan ruang dominan untuk zona pertanian,;

2. pelarangan pembangunan rumabh, fasilitas pariwisata, perdagangan
dan jasa, sarana pelayanan umum pada sekitar jalur aliran lahar;

3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya,
rambu dan jalur evakuasi;

4. pengembangan infrastruktur pengendali lahar;

5. pengembangan jalur evakuasi bencana yang aman dan mudah
diakses.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a.

kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi terdapat pada:

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

2 SWP B Blok B.1, dan Blok B.3;

3 SWP C Blok C.2;

4. SWP D Blok D.1, dan Blok D.2; dan

S SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi bertampalan

(overlay) dengan zona perkebunan rakyat, subzona hortikultura,

subzona perkebunan, zona pariwisata, subzona perumahan kepadatan

tinggi, subzona perumahan kepadatan sedang, subzona perumahan

kepadatan rendah, zona perkantoran dan zona pengelolaan

persampahan.

Zona peruntukan yang overlay dengan Kawasan rawan bencana gerakan

tanah tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:

1. pemanfaatan ruang dominan untuk konservasi, Perkebunan
Rakyat, dan Pertanian;

2. pemanfaatan untuk fasilitas pariwisata dilengkapi dengan kajian
kestabilan lereng dan pondasi;

3. pelarangan penebangan pohon tanpa aturan;

4. penanaman kembali lereng yang gundul dengan tanaman
kehutanan yang berakar kuat;

5. pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;

6. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;

7. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi;

8. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi
sementara, dan tempat evakuasi akhir;

9. pelarangan pembangunan hunian;

10. pengendalian perluasan atau penambahan bangunan yang telah
ada; dan



(4)

11. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur
dan tempat evakuasi.

Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. kawasan rawan banjir tingkat tinggi terdapat pada SWP D Blok D.1.;

b. Kawasan rawan banjir tingkat tinggi bertampalan (overlay) dengan zona
pariwisata, subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan zona
transportasi; dan

c. zona peruntukan yang overlay dengan kawasan rawan banjir diatur
dengan ketentuan:

pemanfaatan ruang dominan untuk zona pertanian

pelarangan kegiatan untuk bangunan sarana pelayanan umum;

pengendalian zona perumahan di kawasan rawan banjir;

perbaikan sistem drainase Kawasan; dan

Pengembangan tanggul danau pelindung banjir.

GhLN=

Pasal 48

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada Pasal
46 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

o0

R ™

(1)

tersedianya rambu bencana dan informasi tempat evakuasi minimal terdiri

atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat

pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah
tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;

tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan

rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang

pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;

tersedianya pemasangan sistem peringatan dini;

tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk

mengakomodir ruang gerak evakuasi untuk pejalan kaki

tersedianya fasilitas penyelamatan diri;

tersedianya gudang peralatan emergency;

penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang
perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi
bencana); dan/atau

2. penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada
untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

khusus jalur evakuasi bencana gunung berapi, dilakukan:

1. rekonstruksi geometri ruas jalur evakuasi bencana; dan

2. pembangunan jalan Kintamani-Yeh Mampeh sebagai jalur evakuasi
tambahan selain untuk meningkatkan konektivitas dalam Kaldera.

Pasal 49

Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf
c, meliputi:
a. Kawasan Cagar Budaya Situs Danau Batur terdapat pada:
1. SWP B Blok B.1;
2. SWP C Blok C.2;
3. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
4. SWP E Blok E.2; dan
5. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
b. Kawasan Cagar Budaya Pura Ulundanu Batur dan sekitarnya pada SWP
A Blok A.3; dan
c. Pura Pancering Jagat Terunyan pada SWP D Blok D.2.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kawasan Cagar Budaya Situs Danau Batur, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, bertampalan (overlay) dengan zona Hutan Produksi Terbatas,

subzona Hortikultura, subzona Perkebunan, zona Pariwisata, subzona

Perumahan Kepadatan Tinggi, subzona Perumahan Kepadatan Sedang,

subzona Perumahan Kepadatan Rendah, subzona SPU Skala Kota, subzona

SPU Skala Kecamatan, subzona SPU Skala Kelurahan, subzona SPU Skala

RW, subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP, subzona Perdagangan dan

Jasa Skala SWP, zona Perkantoran, subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL), zona Pengelolaan Persampahan dan zona Transportasi.

Zona yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya Situs Danau Batur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan sipiritual, kegiatan sosial
budaya masyarakat lokal, perikanan tradisional, transportasi lokal,
penelitian dan dan ilmu pengetahuan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya
perikanan dengan keramba jaring apung yang ramah lingkungan,
transportasi wisata, wisata keliling danau, pendirian bangunan
pelindung danau, pembangkit listrik tenaga surya, pengambilan air
danau, fasilitas pariwisata terapung;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya
perikanan keramba jaring apung yang yang tidak ramah lingkungan,
reklamasi danau di luar kepentingan publik, pendirian bangunan yang
tidak sesuai dengan fungsi kawasan, serta kegiatan yang mengganggu
kesucian danau;

d. tersedia bangunan atau system pengelolaan pelindungan danau
terhadap aliran pencemaan limbah cair maupun limbah padat dari
riparian danau; dan

e. bangunan pelindung sisi danau juga berfungsi sebagai fasilitas
pendukung rekreasi pasif.

Kawasan Cagar Budaya Pura Ulundanu Batur dan sekitarnya dan Pura

Pancering Jagat Terunyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c diatur lebih lanjut dalam Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Khusus.

Pasal 50

Ketentuan khusus sempadan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) huruf d, meliputi:
a. sempadan sungai; dan
b. sempadan situ, danau, waduk, dan embung.
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat
pada hulu Tukad Oos, Tukad Petanu, Tukad Pekerisan, Tukad Melangit,
Tukad Jinah, dan Tukad Songan pada:
a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
c. SWPCBlok C.1.
Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan
(overlay) dengan zona Perkebunan Rakyat, subzona Hortikultura, subzona
Perkebunan, zona Pariwisata, subzona Perumahan Kepadatan Sedang,
subzona Perumahan Kepadatan Rendah dan subzona Perdagangan dan Jasa
Skala WP.
Zona peruntukan yang overlay dengan sempadan sungai diatur dengan
ketentuan:
a. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pembangunan
baru, meliputi:
1. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil yang
berada didalam Kawasan sempadan sungai;
2.  KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
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3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil yang
berada didalam Kawasan sempadan sungai.
b. ketentuan tata bangunan untuk pengembangan dan pembangunan
baru, meliputi:
1.  GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
2. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
3. Jarak Bebas Samping minimum 1 (satu) meter; dan
4. Jarak Bebas Belakang minimum 1 (satu) meter.
c. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
1. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar
Sempadan Sungai;
2. jalan inspeksi; dan
3. prasarana lalu lintas air.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai,
menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan;
2. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas
tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai; dan

3. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan
ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan
yang berlaku.

4. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai;

5. pengendalian kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk
aktivitas wisata alam; dan

6. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan
mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber
daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan;

7. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki
izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai
dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan
penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang
tetap dapat dipertahankan; dan

8. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki
izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan
sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya
berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang
berwenang dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan
penggunaan lahan disesuaikan.

Sempadan situ, danau, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

b. SWP E Blok E.2; dan

c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Sempadan situ, danau, waduk, dan embung, sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bertampalan (overlay) dengan subzona Perkebunan, zona Pariwisata,
subzona Perumahan Kepadatan Tinggi, subzona Perumahan Kepadatan
Sedang, subzona Perumahan Kepadatan Rendah, subzona Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Transportasi.

Zona peruntukan yang overlay dengan sempadan situ, danau, waduk, dan
embung diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan;

2. bangunan prasarana sumber daya air;

3. jalan akses, jembatan, dan dermaga;

4. jalur pipa gas dan air minum;
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rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan;

prasarana dan sarana sanitasi; dan

ketenagalistrikan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,
meliputi berupa pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak
melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya.

c. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1. jalan akses menuju danau dengan lebar minimal 6 (enam) meter
dan dapat diakses oleh publik;

2. bangunan struktur dan sistem perlindungan danau yang memadai;
dan

3. ruang/jalur untuk tempat pemasangan jaringan air minum dan
saluran air limbah.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengamanan resapan air Kawasan hulu;

2. pemilihan sistem budi daya perikanan;

3. penerapan tata bangunan mempertimbangkan ketentuan Kawasan
Suci gunung, Kawasan Suci danau, Kawsan Suci campuhan,
Kawasan Suci mata air, dan Kawasan Suci cathus patha; dan

4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya air serta

dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari
pengelola air Wilayah.
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Paragraf 8
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf f

meliputi:

a. ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan
hak atas tanah; dan

b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak

atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas
tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain zona
lindung, pemanfaatannnya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki
nilai ekonomi paling tinggi;

b. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas
tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang yang salah
satunya berupa zona lindung maka berlaku ketentuan proporsional;

c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas
tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat
disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang
Terbuka Hijau yang ditetapkan; dan

d. Hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya
sesuai Peraturan Perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
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b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR,;
dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan

Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap

dikendalikan pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat

untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah

ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat

diberikan dalam bentuk:

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana;

fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang:

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi.

Dlsmsentlf kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat

diberikan dalam bentuk:

a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif

diatur dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 52

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. TPZ bonus zoning;

b. TPZ conditional uses;

c. TPZ khusus; dan

d. TPZ zona pertampalan aturan (overlay).

TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII.3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TPZ zona pertampalan aturan (overlay) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum
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dalam Lampiran VII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a,

merupakan TPZ yang memungkinkan pengembang diberikan tambahan

intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar.

Tambahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. tambahan KLB; dan/atau

b. tambahan KTB

TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada

zona perkebunan rakyat, subzona hortikultura, subzona perkebunan, zona

pariwisata, subzona perumahan kepadatan sedang, subzona perumahan

kepadatan rendah, subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan zona

transportasi, terletak pada:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.3;

c. SWPD Blok D.1; dan

d. SWPE Blok E.2.

Tambahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis

kestablian lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang

berwenang.

Tambahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diberikan dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan

infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa:

a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan ruang anjung pandang
publik;

b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat

parkir bersama;

penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;

pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;

pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;

penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan

jalur sepeda; dan

g. pembangunan sarana pelayanan umum;

Bangunan yang telah terbangun wajib dilengkapi dengan sertifikat laik fungsi

(SLF) dan tetap memenuhi kewajiban kompensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikonversikan

sebagai bentuk disinsentif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (8).

Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan pada sekitar lokasi

dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan

persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.
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Pasal 54

TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b,
merupakan TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang
memiliki tingkat kepentingan bagi kepentingan orang banyak, untuk
dimasukkan ke dalam satu 2zona peruntukan tertentu sekalipun
karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
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TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan
melalui pemberian perizinan secara bersyarat atau conditional use permit
(CUP) untuk subzona perikanan budidaya berupa kegiatan keramba jaring
apung (KJA) secara overlay pada Zona Badan Air Danau Batur.

TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

pada zona badan air terletak di:

a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

b. SWP E Blok E.2; dan

c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Persyaratan kegiatan keramba jaring apung (KJA) di Zona Badan Air Danau

Batur, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. hanya diberikan kepada masyarakat pemilik langsung keramba jaring
apung (KJA) yang berasal dari desa atau desa adat di sekitar Danau
Batur;

b. tidak diizinkan melakukan perluasan;

c. kegiatan yang dilakukan menggunakan teknik yang ramah lingkungan;
dan

d. hanya berlaku dengan jangka waktu tertentu.

Jangka waktu izin bersyarat kegiatan keramba jaring apung (KJA) di Zona

Badan Air Danau Batur, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku

selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan

Selain izin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dikenakan:

a. Insentif bagi pengelola keramba jaring apung (KJA), yang memindahkan
kegiatannya ke Subzona Sempadan Danau dengan teknik yang ramah
lingkungan setelah melalui kajian; dan

b. Disinsentif bagi pengelola keramba jaring apung (KJA) yang tidak
menggunakan teknik yang ramah lingkungan.

Penilaian pemberlakuan izin bersyarat terhadap perubahan tingkat

pencemaran air Danau Batur akibat kegiatan Keramba Jaring Apung (KJA)

setelah 5 (lima) tahun berlakunya Peraturan Bupati, dengan pilihan:

a. kegiatan keramba jaring apung (KJA), dapat dilanjutkan apabila hasil
penilaian menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas air Danau
Batur; dan

b. kegiatan keramba jaring apung (KJA), dihentikan secara permanen
apabila hasil penilaian menunjukan tidak ada peningkatan kualitas air
Danau Batur.

Pasal 55

TPZ khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c
merupakan TPZ yang memungkinkan pengendalian dan pemberian
pembatasan pemanfaatan ruang dan kegiatan untuk mempertahankan
karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki zona, yang penetapan
lokasinya dalam peraturan zonasi.

TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. TPZ Khusus Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat; dan

b. TPZ Khusus Kawasan Gunung Batur.

TPZ Khusus Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan dalam rangka menjaga atmosfir
kesucian pada area sejauh jarak tertentu disekitar Kawasan Tempat Suci
Pura Kahyangan Jagat wilayah perencanaan pada:

sekitar Pura Jati terletak di SWP E Blok E.2;

sekitar Pura Panceringjagat terletak di SWP D Blok D.2;

sekitar Pura Ulun Danu Songan terletak di SWP F Blok F.2;

sekitar Pura Batur terletak di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;

poop
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sekitar Pura Bukit Mentik terletak di SWP SWP A Blok A.2, SWP E Blok
E.1;

sekitar Pura Danu Kuning terletak di SWP D Blok D.1;

sekitar Pura Jati terletak di SWP E Blok E.2;

sekitar Pura Munggu terletak di SWP C Blok C.2;

sekitar Pura Tampurhyang terletak di SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP
F Blok F.3;

sekitar Pura Tulukbiyu Abang terletak di SWP C Blok C.2; dan

sekitar Pura Ulun Danu Songan terletak di SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Pembatasan pemanfaatan ruang dan kegiatan pada sekitar Kawasan Tempat
Suci Pura Kahyangan Jagat, meliputi:

a.

o0
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Tempat Suci atau Pura sebagai lokasi terbangunnya Tempat Suci/Pura
ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat dan peruntukan zona
lain di sekitar bangunan pura perlu dikendalikan kegiatannya agar tidak
mengganggu nilai kesucian pura yang ada;

peruntukan zona lain di sekitar Tempat Suci/Pura meliputi zona lindung

dan zona budidaya dengan pembatan meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan di luar bangunan pura meliputi
kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, permukiman
pengempon/penyungsung pura, fasilitas perdagangan dan jasa
skala lokal dan Kawasan;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di luar bangunan pura
meliputi wisata spiritual, wisata budaya dan wisata alam, fasilitas
dharmasala, pasraman, pementasan kesenian, parkir pemedek,
infrastruktur permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga
berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran
lingkungan, fasilitas pariwisata yang tidak menggangu nilai
kesucian; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan yang
diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan
yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian dan menganggu
kelestarian lingkungan fisik, lingkungan budaya sekitar kawasan
Cagar Budaya;

blok bangunan pura bebas dari gangguan blok bangunan lainnya;

ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak

lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari
lantai dasar;

pada waktu tertentu akses jalan menuju kawasan dapat diberlakukan

tertutup bagi pergerakan menerus;

tersedia jalur alternatif di luar Kawasan;

terlayani akses transportasi, Ruang parkir dan Ruang pejalan kaki yang

nyaman sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;

tersedia jaringan energi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan;

tersedia jaringan prasarana lingkungan permukiman;

tersedia sistem jaringan infrastruktur keamanan; dan

tersedia sistem mitigasi dan penanganan bencana;

Pada tempat suci/pura yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya,
mengikuti ketentuan peraturan bangunan cagar budaya di antaranya:

a.

pemugaran bangunan bangunan cagar budaya pura mendapatkan
rekomendasi dari Instansi terkait cagar budaya dan pengelola pura
bersangkutan

bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik
bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun
kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;

perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter
bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan
yang penting;
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d. dalam wupaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya
perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah
karakter struktur utama bangunan;

e. pengelolaan kawasan cagar budaya melibatkan pihak Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa Adat Setempat;

f.  mengikuti ketentuan peraturan tentang cagar budaya terkait perubahan
bangunan, pemugaran maupun penambahan bangunan di dalam
Kawasan/bangunan cagar budaya; dan

g. perubahan/pemugaran harus mendapat rekomendasi tim penilai dan
persetujuan Bupati;

TPZ Khusus Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diterapkan dalam rangka menjaga karakteristik khusus Gunung Batur

sebagai Kawasan Suci, Taman Wisata Alam dan keunikan Geoheritage
diperlukan pengaturan khusus meliputi:

a. harmonisasi prinsip-prinsip kesucian Kawasan dengan potensi Kawasan
sebagai taman wisata alam yang memiliki kekayaan potensi atraksi
wisata alam berbasis petualangan dan geoheritage;

b. penyesuaian rencana blok Taman Wisata Alam dan kerjasama
pengelolaan untuk mengakomodasi secara harmonis program
pengembangan fasilitas pendukung destinasi wisata geopark di kawasan
Gunung Batur;

c. pengintegrasian aktvitas spiritual dengan aktivitas pariwisata dan
konservasi di Kawasan Gunung Batur;

d. Melarang pemanfaatan kendaraan bermotor ke arah puncak Gunung
Batur sampai area berdasarkan telaah tertentu Menata lokasi dan
gendaikan dan engatur lokasi;

e. Pemberlakuan batas maksimal jumlah pengunjung wisata pendakian ke
puncak gunung Batur setelah melalui kajian;

f.  Penanganan sampah aktivitas pariwisata dan spiritual secara terpadu
dan partisipataif untuk mewujudkan Gunung Batur yang bersih dan
suci; dan

g. Pengembangan bangunan, jaringan jalan, jaringan pejalan kaki,
pedestrian, jalur pendakian, jaringan energi, jaringan telekomunikasi,
termasuk fasilitas sanitasi dan lainnya mengikuti ketentuan pengelolaan
Taman Wisata Alam.

Pasal 56

TPZ zona pertampalan aturan (overlay) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (1) huruf d merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam
penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas
pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan
sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
TPZ zona pertampalan aturan (overlay) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa TPZ zona pertampalan aturan (overlay) Kawasan Sempadan Jurang,
terdapat pada:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

TPZ zona pertampalan aturan (overlay) Kawasan Sempadan Jurang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditekankan kepada penerapan tata
bangunan dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan
lingkungan, yaitu:

O A0 T P



(4)

(1)
(2)

g.

kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan
terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis
bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau
dikeluarkan oleh dinas terkait;

pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (cut and
fill) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan
kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang
datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;

sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah
datar bagian bawah jurang;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan
dengan tiang pancang;

kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa
bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus
dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

Penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang pada koridor Ruas Sp. Penelokan-
Bts. Buleleng yang memiliki potensi bentang pandang Vista Gunung dan
Danau Batur sebagai daya Tarik wisata alam kelas dunia dengan ketentuan:

a.

pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin agar segera
melengkapi perizinannya pada Organisasi Perangkat Daerah teknis
sesuai ketentuan yang berlaku;

pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin wajib
menjamin keandalan bangunan gedung dan bertanggungjawab
sepenuhnya atas keselamatan orang yang berada dalam bangunan
gedung dan sekitarnya apabila terjadi bencana yang disebabkan karena
kondisi bangunan gedung yang tidak layak fungsi;

untuk bangunan gedung baru, selain harus memenuhi persyaratan
perizinan, agar membangun paling panjang 50% (lima puluh persen) dari
sisi ruas jalan dari tanah yang dikuasai dan sisanya 50% (lima puluh
persen) merupakan ruang terbuka yang disiapkan bagi masyarakat
dan/atau wisatawan untuk menikmati panorama Gunung beserta
Danau Batur (kaldera Gunung Api Batur);

untuk bangunan gedung eksisting wajib segera mengupayakan
ketersediaan ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c;
pengelola kegiatan sarana pariwisata berupa hotel, restoran, bar, kafe,
rumah makan dan lain-lain wajib menyediakan tempat parkir dan tidak
menggunakan badan jalan untuk memarkir kendaraan pengunjung yang
dapat mengganggu pengguna jalan lainnya; dan

di daerah datar bagian bawah yaitu KDB maksimum 70% (tujuh puluh
persen), KLB maksimum 2,1 (dua koma satu), KDH minimal 25% (dua
puluh lima persen).

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 57

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah,
dibentuk Forum Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan
Ruang.



(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi,
dan tokoh masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Geopark Batur adalah 20 (dua

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana Detail Tata Ruang WP Geopark Batur dapat ditinjau 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) Tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan,

perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang,

perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau

perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata

WP Geopark Batur dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan

Bupati Bangli tentang RDTR WP Geopark Batur dapat direkomendasikan oleh

Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan
Perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional,;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Peraturan Bupati Bangli tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Geopark

Batur tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

(1)
(2)

izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang
telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
pemanfaatan ruang di WP Geopark Batur yang diselenggarakan tanpa izin
pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan
bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini:



(3) izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Pebruari 2024
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PETA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR
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PETA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR LIMBAH DAN PEGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR
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LAMPIRAN III.8

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
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LAMPIRAN III1.9

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
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PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR TAHUN 2024-2044

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR

NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

A.l

PERWUJUDAN SISTEM PUSAT
PELAYANAN

A.1.1

Perwujudan PPK Kintamani

Penataan Fisik dan Bangunan Zona
Pemerintahan Kintamani

SWP A Blok I.A.2

APBD Kabupaten
Bangli

Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangli,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pembangunan Pasar Singhamandawa

SWP A Blok [.LA.2

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Perdagangan, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian
Provinsi Bali, Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
Kabupaten Bangli

Revitalisasi Pasar Desa Kintamani

SWP A Blok I.A.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
Kabupaten Bangli

Penataan Koridor Jalan Utama

SWP A Blok I.A.2

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pembangunan Infrastruktur penunjang
Pusat Kota

SWP A Blok I.A.2

APBN, APBD
Provinsi Bali,

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
8

PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:BI\E\'II‘?SNASNI A
(2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
APBD Kabupaten | Rakyat, Dinas

Bangli

Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
SWP A Blok [.A.2
6 | Pengembangan Taman Kota Kintamani
A.1.2 | Perwujudan SPPK Bayunggede
SWP A Blok .LA.4
1 Penataan Koridor Sarana Pelayanan
Umum
SWP A Blok [.LA.4
2 | Penataan Lapangan Bayunggede
SWP A Blok .LA.4
3 | Penataam Taman Kota Bayunggede
A.1.3 | Perwujudan SPPK Penelokan
SWP B Blok I.B.1
1 | Pengembangan Landmark Geopark Batur
SWP B Blok I.B.1
2 | Pengembangan Stop-Over Penelokan

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pariwisata
Provinsi Bali, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pengembangan Simpul Transit Wisata /
Sentral Parkir Penelokan

SWP B Blok I.B.1

Pengembangan Pusat Informasi Terpadu
Geopark Batur

SWP B Blok I.B.1

Pengembangan Jalan Akses TWA Gn.
Abang-Agung

SWP B Blok I.B.1

8 (2029-2033) (2034-2038) (2039-2044)
Kementerian

Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Balai
Konservasi Sumber
Daya Alam Bali,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
4

Pengembangan Jln baru Akses Penelokan —

SWP B Blok I.B.1

6 Batur
SWP B Blok I.B.1
7 | Pelebaran Jalan Penelokan — Taksu
SWP B Blok I.B.1
8 Pengembangan Plaza dan Pedestrian
Penelokan
SWP B Blok I.B.1
9 | Penataan Pasar Seni Geopark
SWP B Blok I.B.1
Penataan Sirkulasi Pergerakan jalan
10 | ..
lingkar Penelokan
11 | Pengembangan Taman Kota Penelokan SWP B Blok 1.B. 1

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pariwisata
Provinsi Bali, Dinas
Perdagangan Dan
Perindustrian
Provinsi Bali, Dispar
Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
Kabupaten Bangli,
Diskopumkm

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Perhubungan
Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

A.1.4

Perwujudan SPPK Suter

Penataan Bangunan dan Lingkungan
Simpang Suter — Abang Batudinding

SWP C Blok I.C.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Revitalisasi Pasar Abang Batudinding

SWP C Blok I.C.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
Kabupaten Bangli

Penataan Sarana Pelayanan Umum
Kawasan

SWP C Blok I.C.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pengembangan Taman Kecamatan Suter

SWP C Blok I1.C.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

Penataan sekitar Pura Tulukbiyu Suter sbg
pusat pelayanan spiritual

SWP C Blok I1.C.2

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

A.1.5

Perwujudan SPPK Kedisan

Penataan Koridor Jalan Kedisan —
Dermaga Kedisan

SWP D Blok I.D.1

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pembangunan Dermaga Kedisan

SWP D Blok I.D.1

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Perhubungan, Dinas
Perhubungan
Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan




WAKTU PELAKSANAAN

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

IMEIN(Z024-2028) PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA LISEAN S
222 (2029-2033) | (2034-2038) | (2039-2044) PELAKSANA
Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian

Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pariwisata
Provinsi Bali, Dinas
Perdagangan Dan
Perindustrian
Provinsi Bali, Dispar
Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
SWP D Blok I.D.1
3 Pembangunan Fasilitas Darat Dermaga
Kedisan
SWP D Blok I.D.1
4 | Penataan Pasar Seni Kedisan
SWP D Blok I.D.1
S | Penataan Taman dan Pedestrian Kedisan
A.1.6 | Perwujudan SPPK Toyabungkah
SWP E Blok .LE.2
Penyusunan Desain Tapak Pusat SPPK
1
Toyabungkah
SWP E Blok L.LE.2
9 Penataan Koridor Jalan dan Pedestrian
Toyabungkah
SWP E Blok .LE.2
3 Pembangunan Dermaga Danau

Toyabungkah

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Perhubungan, Dinas
Perhubungan
Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA Pg:ill‘{ASNASNI A
s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Perhubungan
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
SWP E Blok L.LE.2
4 Pegembangan Fasilitas pendukung
Pendakian Gn Batur
SWP E Blok L.LE.2
5 Pengembangan Parkir Terpadu
Toyabungkah
SWP E Blok L.LE.2
6 Pengembangan Taman Kota, Plaza dan
Ruang Publik Toyabungkah
A.1.7 | Perwujudan SPPK Songan
SWP F Blok I.LF.2
1 | Penataan Pasar Songan
SWP F Blok L.LF.2
9 Penataan Koridor Jalan dan Pedestrian
Songan
SWP F Blok I.LF.2
3 | Pengembangan Taman Kota Songan
SWP F Blok L.LF.2
4 | Penetaan Lingkungan Permukiman Songan

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202 | 202
6 7

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 | 202
4 5
SWP F Blok L.LF.2
5 Penataan sekitar Pura Ulundanu Songan
sbg pusat pelayanan spiritual
A.1.8 | Perwujudan Pusat Lingkungan
e SWP A Blok I.A.1, Blok
‘ 1.A.2 dan Blok 1.A.3;
1 1P{’eflataan Pusat lingkungan e SWP B Blok 1.B.2 dan
elurahan/desa Blok 1.B.3:
e SWP C Blok I.C.1;
e SWP D Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2;
9 Peningkatan Akesesibilitas Antar Blok e SWP E Blok IL.LE.1 dan
/Desa/Banjar Blok I.E.2;
e SWP F Blok L.F.1, Blok
I.F.2 dan Blok I.F.3.
3 | Penyediaan SPU Skala Desa
4 | Penyediaan RTH Skala Desa
SWP A Blok I.A.3
Pengembangan Ruang Publik Culali dan
5 X
Bukit Payang
A2.1 Pemeliharaan Jalan Nasional fungsi Jl.
‘™" | Kolektor Primer 1
SWP B
1 | Tampaksiring — Sp. Penelokan (JKP-1)
Pemeliharaan Jalan Provinsi Fungsi
A.2.2 | Jalan Kolektor Primer 2 dan Jalan

Kolektor Primer 3

PJM 2

202 | 2029-2033)

8

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan

Permukiman Provinsi

Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028) PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA INSTANSI

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI

202 1 202 | 202 | 202 | 202 | (5020.2033) | (2034-2038) | (2039-2044) PELAKSANA

SWP B APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi

Bali

Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Penelokan
(JKP-2)

SWP A, SWP B APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi

Bali

2 | Ruas Sp. Penelokan - Bts. Buleleng (JKP-2)

SWP B APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi

Bali

Ruas Jalan Ubud - Tegallalang —
Bubungbayung (JKP-2)

SWP B, SWP C, SWP D,
SWP E, SWP F

APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali

Jalan Akses Pura Besakih - Ulundanu
Batur (JKP-2)

SWP A APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi

Bali

Ruas Jalan Kedewatan - Payangan -
Baturanyar (JKP-3)

SWP D APBD Provinsi Kementerian

Bali Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi

Bali

Ruas Jalan Simp. Kedisan - Kedisan (JKP-
3)

SWP A, SWP B APBD Provinsi Kementerian

Bali Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali

Ruas Jalan Sp. Sekardadi - Sp. Bayung
Gede (JKP-3)

Pemeliharaan Jalan Kabupaten Fungsi

A.2.3 Jl. Kolektor Primer 4

Seluruh WP APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan
Ruang, Perumahan

Dan Kawasan

1 | Pemeliharaan 27 ruas jalan kabupaten




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
4

A24

Pemeliharaan Jalan Kabupaten Fungsi
Jl. Lokal Primer

Pemeliharaan 63 Ruas jalan kabupaten

Seluruh WP

A.2.5

Peningkatan Jalan Kabupaten

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Buahan-Terunyan

SWP D

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Penelokan-Bubung Kelambu

SWP B

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Batur-Bubung Kelambu

SWP B

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Songan — Kayuselem

SWP F

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Songan - Belandingan

SWP F

Peningkatan dan rekonstruksi Jalan
Pinggan Sisi Kaldera

SWP F

A.2.6

Pengembangan Jalan Baru

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Jalan Suter — Mukus — Binyan — Sekardadi

SWP B, SWP C

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan

Permukiman Provinsi

Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 | 202 | 202 | 202
4 5 6
SWP A, SWP B
9 Pengembangan Jalan Penelokan — Batur —
Kintamani
SWP B
3 Pengembangan Jalan TWA Gunung Abang
Agung
SWP A
4 Pengembangan Tembus Kintamani — Yeh
Mampeh
SWP A
5 Pengembangan Jalan Parkir Batur — Setra
Kintamani
SWP A
6 Pembangunan Bundaran Seked — Black
Lava
A.2.7 | Jalan Lingkungan Primer
Seluruh WP
1 Pengembangan jalan baru ke permukiman
baru
Seluruh WP
9 Pengembangan jalan baru menuju
Fasilitas Pariwisata baru
Seluruh WP
3 Peningkatan Status Jalan Lingkungan
Primer ke Jl. Kabupaten
Seluruh WP
4 Peningkatan, Pelebaran, Penataan dan

Pemeliharaan jalan lingkungan primer

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes,
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa, Swasta

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes,
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa, Swasta

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 I;JONZI 1 (2324-2022082) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:Br:i'll‘?SNASNI A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Kabupaten Bangli
Manajemen Rekayasa lalu lintas untuk
A.2.8 o
memperlancar arus lalu lintas
SWP A, SWP B APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
1 | Pengaturan buka tutup alur lalu luntas Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
Pengembangan Simpul Transit dan
A.29 A q
Terminal Penumpang Tipe C
SWP A Blok I.A.4 APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
1 Pengembangan Terminal Penumpang Tipe Bangli Provinsi Bali, Dinas
C Bayung Gede Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
SWP D Blok I.D.1 APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan
9 Peningkatan fasilitas Terminal Penumpang Bangli Komunikasi Dan
Tipe C Kedisan Informatika
Kabupaten Bangli
Pengembangan Pelabuhan Sungai dan
A.2.10
Danau Pengumpan
1 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan SWP D Blok I.D.1 APBN Kementerian
Danau Pengumpan Dermaga Kedisan Perhubungan
9 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan SWP D Blok 1.D.2 APBN Kementerian
Danau Pengumpan Dermaga Terunyan Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan SWP F Blok I.LF.3 APBN Kementerian
3 | Danau Pengumpan Dermaga Kuburan Perhubungan
Trunyan
4 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan SWP E Blok .LE.2 APBN Kementerian
Danau Pengumpan Dermaga Toyabungkah Perhubungan
A.2.11 | Pengembangan Alur-pelayaran kelas III
1 Pengembangan Alur-pelayaran kelas III SWP D, SWPE, dan SWP APBN Kementerian
Danau Batur F Perhubungan
A.2.12 | Pengembangan Parkir Terpadu
SWP B Blok 1.B.1 APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
1 | Pengembangan Parkir Terpadu Penelokan Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
SWP E Blok L.LE.2 APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
9 Pengembangan Parkir Terpadu Bangli Provinsi Bali, Dinas
Toyabungkah Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika

Kabupaten Bangli




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202
4
SWP A Blok [.A.2
Pengembangan Parkir Pasar
3 .
Singhamandawa
SWP D Blok I.D.1
4 | Pengembangan Parkir Seked
SWP B Blok I.B.1
S | Penataan Parkir Museum Geopark
SWP B Blok I.B. 1
6 | Penataan Parkir Pasar Seni Penelokan
SWP D Blok I.D.1
7 Penataan Parkir Dermaga dan Pasar Seni
Kedisan
Perluasan Saluran Udara Tegangan Tinggi | SWP A, SWP B
(SUTT)
Pengembangan Kabel Listrik Bawah Tanah | SWP A, SWP B
Perluasan Saluran Udara Tegangan Seluruh WP
Menengah (SUTM)
4 Perluasan Saluran Udara Tegangan Seluruh WP
Rendah (SUTR)
e SWP A Blok I.A.2, Blok
o [LA.3 dan Blok I.A.4;
5 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan
e SWP E Blok I.LE.2.
6 | Pengembangan Gardu Distribusi SWP B Blok 1.B. 1
7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SWP A Blok I.LA.3
(SPBU)
P b Stasiun Peneisi SWP A Blok [.LA.1, SWP
8 | Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) B Blok LB.1, SWP E
Blok I.LE.2
Pengembangan Stasiun Penukaran Baterai SWP A Blok L.A.1, SWP
9 s B Blok I.B.1, SWP E
Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)
Blok I.LE.2
Seluruh WP
10 | Pengembangan Lampu Jalan Tenaga Surya

202
5

202
6

202
7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Perhubungan

Komunikasi Dan

Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika

Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Perhubungan

Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Perhubungan

Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli

Perusahaan Listrik
Negara

BUMN

Perusahaan Listrik
Negara

BUMN

Perusahaan Listrik
Negara

BUMN, Swasta,
Masyarakat

Perusahaan Listrik
Negara, Swasta
Masyarakat

BUMN

Perusahaan Listrik

Negara

Swasta Swasta

BUMN Perusahaan Listrik
Negara

BUMN Perusahaan Listrik
Negara

BUMN, APBD Perusahaan Listrik

Kabupaten Bangli

Negara, Sekretariat
Daerah Kabupaten
Bangli Kab




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 I;'LNZI 1 (2824-222082) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:El\:,i'll‘?sl:\le A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
A.4.1 | Pengembangan Jaringan Tetap
1 Pemeliharaan dan perluasan telepon fixed | SWP A, SWP B, SWP D, BUMN Pt. Telkom
line SWP E dan SWP F
9 Perluasan jaringan Serat Optik pada Seluruh WP BUMN Pt. Telkom
Pusat-Pusat Layanan (PPK, SPPK, PL)
A.4.2 | Pengembangan Jaringan Bergerak
1 Pengembangan jaringan nirkabel ke Seluruh WP BUMN, Swasta Pt. Telkom, Swasta
seluruh pelosok desa
e SWP A Blok I.A.1, Blok BUMN, Swasta Pt. Telkom, Swasta
I.A.2, Blok 1.A.3 dan
Blok I.A.4;
e SWP B Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2;
Peningkatan Kapasitas Menara Base e SWP C Blok 1.C.1 dan
2 | Transceiver Station (BTS) yang telah ada lok 1.C.2:
dan Pengembangan Baru Blok I.C.2;
e SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2;
e SWP E Blok I.LE.2; dan
e SWP F Blok I.F.1, Blok
I.F.2 dan Blok I.F.3.
Pemanfaatan jaringan terestrial sistem Seluruh WP BUMN, Swasta Pt. Telkom, Swasta
3 | nirkabel dengan penutupan wilayah
blankspot
4 Pengembangan jaringan wifi ke seluruh Seluruh WP BUMN, Swasta Pt. Telkom, Swasta
wilayah
5 Pengembangan Jaringan Penyiaran Televisi | Seluruh WP BUMN, Swasta Pt. Tvri, Swasta
dan Lainnya
A.5.1 | Sistem Pengendalian Banjir - ]
SWP B, SWP D, SWP E APBN, APBD Kementerian
dan SWP F Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Bangli Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Pembangunan jaringan pengendalian Perumahan, Dan
1 s Kawasan
banjir . L
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli
SWP F Blok I.F.2 APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Bangli Rakyat, Dinas
2 | Pembangunan Tanggul Sungai Songan A Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pembangunan Tanggul Sungai Songan B

SWP F Blok I.LF.3

Pembangunan Tanggul Sungai Terunyan

SWP D Blok 1.D.2

Pembangunan Tanggul Sungai Abang
Batudinding

SWP D Blok I.D.1

Pembangunan Tanggul Sungai Abang
Songan

SWP D Blok 1.D.2

202

4

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:BI:ZTI;ASNAS;A
(2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Kawasan

Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
e SWP D Blok ID.1
dan Blok 1.D.2;
e SWP E Blok LE.2;
dan
e SWP F Blok LF.2
dan Blok I.F.3.
Pengembangan Bangunan Pengendalian
Banjir
A.5.3 | Bangunan Sumber Daya Air

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pembangunan Tanggul Danau Koridor

Kedisan Buahan

SWP D Blok I.D.1

Pembangunan Tanggul Danau Koridor

AbSongan - Terunyan

SWP D Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pembangunan Tanggul Danau Koridor

Songan A - Songan B

SWP F Blok I.F.2 dan
Blok I.F.3

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pembangunan 10 unit Bangunan
Pengendai Sedimen menuju Danau Batur

SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.E.2, SWP F Blok I.F.2
dan Blok I.F.3

202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:Br:.ill‘?sl:\sl\: A
s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
APBD Kabupaten | Rakyat, Dinas

Bangli

Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

A5.4

Pelestarian fungsi Wilayah Sungai dan
DAS

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Peningkatan koordinasi penanganan DAS
lintas wilayah

SWP A Blok I.A.2, Blok
1.A.3 dan Blok I.A.4,
SWP B Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2

Peningkatan fungsi pelestarian Danau
Batur dan wilayah tangkapan

SWP A Blok I.A.1, Blok
[.LA.2 dan Blok I.A.3,
SWP B Blok I.B.1, SWP
C Blok I.C.1 dan Blok
I1.C.2, SWP D Blok 1.D.1
dan Blok I.D.2, SWP E
Blok I.LE.1 dan Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
I.F.3

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Kehutanan
Dan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 l;':)lg 1 (2824-2022082) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:El\:.i'll‘?SNASNI A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli
A.6.1 | Unit Air Baku ! ! | | |
e SWP D Blok I.D.1 APBN Kementerian
1 Bangunan Pengambil Air Baku Danau e SWP E Blok L.LE.2 Pekerjaan Umum
Batur (200 1tr/dt) Dan Perumahan
Rakyat
SWP A, SWP B, SWP D, APBN Kementerian
2 | Jaringan Transmisi Air Baku SWP E dan SWP F Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat
A.6.2 | Unit Produksi
1 Peningkatan Layanan Reservoir Kintamani | SWP A Blok [.A.3 BUMD, APBD Perumda Air Minum
(20 1t/dt). Sudah ada Kabupaten Bangli | Tirta Danu Arta
e SWP B Blok I.B.1 APBN Kementerian
2 | Rencana Pengembangan Instalasi Produksi | ® SWP F Blok L.F.2 Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat
Rencana Pengembangan Bangunan SWP A Blok I.A.1, SWP APBN Kemepterian
3 | Penam A . . B Blok I.B.1, SWP C Pekerjaan Umum
pung Air (Reservoir) Kaldera Luar : lok 1.C.2 Dan P h
Kedisan, Abang, Batur Atas, Kintamani Blok I.C. an rerumanan
Rakyat
e SWP A Blok I.A.1, Blok APBN Kementerian
[.LA.2 dan Blok I.A.3; Pekerjaan Umum
Rencana Pengembangan 11 Bangunan e SWP B Blok 1.B.1; Dan Perumahan
Penampung Air (Reservoir) sisi Danau e SWP C Blok I.C.2; Rakyat
4 Batur : Buahan, Kedisan, Terunyan 1, e SWP D Blok 1.D.1 dan
Terunyan 2, Batur Tengah, Suter,
AbangSgn+AbBtdindind, Songan A 1, Blok L.D.2;
Songan A2, Songan B1, Songan B2 e SWP E Blok L.E.2; dan
e SWP F Blok I.F.2 dan
Blok I.F.3.
SWP D, SWP E, SWPF APBN Kementerian
5 Rencana pengembangan Jaringan Pekerjaan Umum
Transmisi Air Minum Sekitar Danau Batur Dan Perumahan
Rakyat
Rencana Pengembangan Jaringan SWP A, SWP B, SWP C APBN Kementerian
Transmisi Air Minum Kaldera Atas : Pekerjaan Umum
Kintamani — Batur Utara-Batur Selatan; Dan Perumahan
6 | Kintamani — Yeh Mampeh - Songan; Batur Rakyat
Tengah — Bayynggede; Batur Tengah -
Kedisan — Buahan; Suter Terunyan- Ab
Songan, Abang Batdinding
4.6.3 | Unit Distribusi
Peningkatan Layanan Jaringan Distribusi SWP A, SWP B BUMD Perumda Air Minum
1 | PERUMDA AIR MINUM TIRTA DANU ARTA Tirta Danu Arta
Kintamani (sdh ada, terbatas)
Pengembangan Layanan Jaringan SWP A, SWP B, SWP C,
2 | Distribusi dari Rasarvoir Kaldera Luar dan | SWP D, SWP E dan

sisi Danau Batur

SWP F

A.6.4

Sumur




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pengendalian pemanfaatan Sumur
Dangkal dan sumur pompa

Sistem Pengelolaan Air Limbah Non

Seluruh WP

A.7.1 Domestik

1 Pengembangap jgringan sistem . SWP A, SWP B

pengelolaan air limbah non domestik
A7.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah
e Domestik Terpusat

1 IPAL Komunal Skala Kawasan Kintamani— | SWP A Blok I.A.2
Batur

2 | IPAL Komunal Skala Kawasan Penelokan SWP B Blok I.B.1

3 | IPAL Komunal Skala Kawasan Songan [ SWP F Blok I.LF.3

4 | IPAL Komunal Skala Kawasan Songan II SWP F Blok I.LF.2
IPAL Komunal Skala Kawasan SWP E Blok I.LE.2

S
Toyabungkah

6 IPAL Komunal Skala Kawasan Geopark- SWP D Blok I.D.1
Kedisan

7 IPAL Komunal Skala Kawasan Geopark- SWP D Blok I.D.1
Buahan
IPAL Komunal Skala Kawasan Geopark- SWP D Blok 1.D.2
Abang Batu Dinding
IPAL Komunal Skala Kawasan Trunyan SWP D Blok I.D.2

10 | IPAL Komunal Skala Kawasan Lainnya seluruh WP

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Kehutanan
Dan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202
5

202
6

202
7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

A.8

PERWUJUDAN JARINGAN
PERSAMPAHAN

A8.1

Pembangunan tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R)

Pembangunan tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)

e SWP A Blok I.A.1, Blok

1.A.2 dan Blok 1.A.3;

e SWP B Blok I.B.2 dan

Blok I.B.3;

e SWP C Blok I.C.1 dan

Blok I.C.2;

e SWP D Blok I.D.1 dan

Blok 1.D.2;

e SWP E Blok I.LE.2; dan
e SWP F Blok I.LF.1 dan

Blok I.F.3.

A.8.2

Pembangunan tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST)

Pengembangan tempat pengolahan
sampah terpadu (TPST)

e SWP A Blok I.A.2;
e SWP D Blok I.D.1; dan
e SWP F Blok I.LF.2.

A.9

PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE

Pengembangan Jaringan Drainase Primer

SWP A, SWP B, SWP C,
SWP D, SWP E dan
SWP F

Pengembangan Jaringan Drainase
Sekunder

SWP A, SWP B dan SWP
F

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli, APBDes

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan

Permukiman Provinsi

Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli,

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan

Permukiman Provinsi

Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten
Bangli, APBDes

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pengembangan Jaringan Drainase Tersier

SWP A, SWP B, SWP C,
SWP D, SWP E dan
SWP F

Pembangunan Drainase Sepanjang
Tanggul Danau dan sisi Danau

SWP D, SWPE, SWP F

Penyediaan jalan inspeksi pengelolaan
saluran

seluruh WP

Pembangunan Tanggul Sungai menuju
Danau di Abang Batudinding,
AbangSongan , Terunyan, Songan A,
Songan B, Pinggan

SWP D, SWP F

A.10

PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA
LAINNYA

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Kabupaten Bangli,
Desa

APBN

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

APBN

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

APBD Kabupaten
Bangli, APBDes

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa

A.10.1

Pengembangan Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Alam

Penetapan Jalur Evakuasi Bencana Gn.
Berapi Batur

SWP A, SWP B, SWP D,
SWP F

Penetapan Jalur Evakuasi bencana Banjir

SWP D, SWPE, SWP F

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

Penetapan Jalur Evakuasi bencana Tanah
Longsor

SWP A, SWP B, SWP D,
SWP F

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

Pengembangan Sistem Peringatan Dini
Kebencanaan

Seluruh WP

Sosialisasi Tanggap Bencana
Berkelanjutan

Seluruh WP

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Badan Nasional

Penanggulangan
Bencana, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah




WAKTU PELAKSANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI IMEIN(Z024-2028)

PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA
(2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)

Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

A.10.2 | Pengembangan Jalur Sepeda

SWP E, SWP F APBD Kabupaten | Dinas Pariwisata
Bangli, BUMD Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,

Badan Pengelola

1 | Pengembangan Jalur Kaldera Dalam

SWP A, SWP B, SWP D,
SWP F

APBD Kabupaten | Dinas Pariwisata
Bangli, BUMD Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

2 | Pengembangan Jalur Kaldera Luar

SWP E APBD Kabupaten | Dinas Pariwisata
Bangli, BUMD Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,

Badan Pengelola

3 | Pengembangan Jalur Geosite

Seluruh WP APBD Kabupaten | Dinas Pariwisata
Bangli, BUMD Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,

Badan Pengelola

4 | Penyusunan Jalur Sepeda Gunung

Pengembangan dan Pemeliharaan

A.10.3 Jaringan Pejalan Kaki

SWP B APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,

Badan Pengelola

1 | Koridor Sp. Penelokan - Penelokan

SWP A, SWP B APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,

Badan Pengelola

2 | Koridor Penelokan — Batur — Kintamani

SWP E APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

3 | Koridor Jalan Toyabungkah

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP D

4 | Koridor Sisi Danau Terunyan




WAKTU PELAKSANAAN

4 5 6 7 8 (2029-2033) (2034-2038) (2039-2044)
SWP D APBN Kementerian

Koridor Sisi Danau Buahan - Ab. Songan -
Ab. Batudinding

Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP D APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

6 | Koridor Sisi Danau Kedisan — Buahan

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum

SWP E, SWP F
Koridor Sisi Danau Toyabungkah — Songan

A - Songan B Dan Perumahan
Rakyat
A.10.4 | Pengembangan Geotrail
1 Penyusunan Desain Tapak Jalur Geo SWP E APBN, APBD Balai Konservasi
Treking Kabupaten Bangli | Sumber Daya Alam
SWP E Bali, Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

Pengembangan Tata Laku Wisatawan Geo
Trail

A.10.5 | Jaringan Pengaman Danau

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP E
Jaringan Pengaman Danau di
Toyabungkah

SWP F APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

2 | Jaringan Pengaman Danau di Songan A

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP F

3 | Jaringan Pengaman Danau di Songan B

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP D

4 | Jaringan Pengaman Danau di Kedisan

SWP D APBN Kementerian
Pekerjaan Umum

Dan Perumahan

Rakyat

S | Jaringan Pengaman Danau di Buahan

SWP D APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

Jaringan Pengaman Danau di Abang
Songan

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan

Rakyat

SWP D
Jaringan Pengaman Danau di Abang
Batudinding

APBN Kementerian
Pekerjaan Umum

8 | Jaringan Pengaman Danau di Trunyan SWP D




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 P2-:)1\g 1 (2334-22%82) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA PIEII:‘II:{ASNASI‘: A
4 5 6 7 s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Dan Perumahan
Rakyat
A.10.6 Pembangunan dan Pemeliharaan
Tanggul Penahan Longsor
1 | Tanggul Penahan Longsor Culali SWP A APBN, APBD Kementerian
2 | Tanggul Penahan Longsor Kintamani SWP A Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
3 | Tanggul Penahan Longsor Batur Selatan SWP A APBD Kabupaten | Dan Perumahan
4 | Tanggul Penahan Longsor Penelokan SWP B Bangli, Rakyat, Dinas
5 | Tanggul Penahan Longsor Kedisan SWP B Pekerjaan Umum,
6 | Tanggul Penahan Longsor Abang Songan SWP D Penataan Ruang,
7 Tanggul Penahan Longsor Abang SWP D Perumahan, Dan
Batudinding Kawasap o
8 | Tanggul Penahan Longsor Trunyan SWP D Permukiman Provinsi
9 | Tanggul Penahan Longsor Songan A SWP F Bali, Dinas Pekerjaan
SWP F Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
10 | Tanggul Penahan Longsor Songan B Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli
A.10.7 | Tempat Evakuasi Bencana
e Desa Abangsongan APBN, APBD Badan Nasional
terdapat di SWP D Provinsi Bali, Penanggulangan
Blok 1.D.2; APBD Kabupaten | Bencana, Badan
e Desa Batur Selatan Bangli Penanggulangan
. Bencana Daerah
terdapat di SWP A Blok Provinsi Bali, Badan
LA.3; Penanggulangan
e Desa Batur Tengah Bencana Daerah
terdapat di SWP B Kabupaten Bangli
Blok I.B.1;
e Desa Belandingan
terdapat di SWP F Blok
1 | Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara LLF.1;
e Desa Buahan terdapat
di SWP D Blok I.D.1;
e Desa Songan A
terdapat di SWP F Blok
ILF.2;
e Desa Songan B
terdapat di SWP Blok
I.F.3; dan
e Desa Trunyan
terdapat di SWP C
Blok I.C.1.
e Puskesmas Kintamani APBN, APBD Badan Nasional
1 terdapat di SWP A Provinsi Bali, Penanggulangan
Blok I.A.2; dan APBD Kabupaten | Bencana, Badan
. Bangli Penanggulangan
2 | Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir * SMA Negerl 1 & BencargliuDae%ah
Kintamani terdapat di Provinsi Bali, Badan
SWP C Blok I.C.2. Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli
B | PERWUJUDAN POLA RUANG
B.1 | PELESTARAN ZONA LINDUNG




NO

PROGRAM PRIORITAS

Penguatan Forum Peduli Danau Batur

Penetapan Batas Deliniasi Zona Badan Air
Danau Batur

Perlindungan Zona Badan Air (Danau
Batur)

LOKASI

SWP D Blok I.D.1 dan

Blok I.D.2, SWP E Blok
ILE.2, SWP F Blok I.F.2

dan Blok I.F.3

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
4

202 | 202 | 202
5 6 7

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

INSTANSI
PELAKSANA

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Kabupaten Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman




NO

PROGRAM PRIORITAS

Pengaturan Sub-zona Perikanan Budidaya
KJA

Pengaturan Kegiatan KJA Ramah
Lingkungan

Penetapan Sub-zona Operasional Dermaga

Penetapan Alur Pelayaran Danau

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

PJM 2

(2029-2033) | (2034-2038)

PJM 3

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten

Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Kelautan Dan
APBD Kabupaten | Perikanan,
Bangli Kementerian

ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan

Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kemdkp,
Provinsi Bali, Kementerian

APBD Kabupaten
Bangli

ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Kelautan
Dan Perikanan
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan

Bangli

Provinsi Bali, Dinas




WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 l;Jol\;I 1 (2824-22202) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:Blg.i'l;é\sl:\sl\: A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Bangli Rakyat, Kementerian

Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten

Program Terpadu Penanganan
Sedimentasi/Pendangkalan Danau

Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Bangli Rakyat, Kementerian

Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar
Danau yg Berpotensi menurunkan fungsi
dan kualitas Zona Badan Air Danau Batur

APBD Provinsi Dinas Kelautan Dan
Bali, APBD Perikanan Provinsi
Kabupaten Bangli | Bali, Dinas

Inventarisasi Luasan, Jenis Komoditas, SWP D Blok I.D.1 dan
Kelompok Petani Ikan Kegiatan Budidaya Blok I.D.2, SWP E Blok
Perikanan di Danau Batur




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Pengendalian Sub-Zona Perikanan
Budidaya KJA

Pembatasan kegiatan dengan penerepan
Teknik Pengaturan Zonasi Conditional
Uses

Pengaturan Kegiatan KJA Ramah
Lingkungan dalam jangka Waktu 5 Tahun

I.E.2, SWP F Blok I.F.2
dan Blok I.F.3

PJM 1 (2824-22202) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:Br:.i'll‘?sljlsl\: A
s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Pertanian,

Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan




WAKTU PELAKSANAAN
4 5 6 7 8 (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)

Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali, APBD Umum, Penataan
Kabupaten Bangli | Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

Pengalihan Lokasi Budidaya Perikanan
secara bertahap ke Riparian Danau

APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali, APBD Umum, Penataan
Kabupaten Bangli | Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

Pengembangan Teknologi Budidaya
Perikanan di Darat (sisi Danau)

APBD Provinsi Dinas Pekerjaan

Bali, APBD Umum, Penataan
Kabupaten Bangli | Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani
Ikan




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 1;.101\12[ 1 (2224-222082) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:Elg.i'l;é\sl:\sl\: A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
B.1.2.1 | Perlindungan Sub-zona Hutan Lindung
Pengukuhan dan penetapan tata batas SWP A Blok I.A.1, Blok APBN Kementerian ‘
1 Sub-zona hutan lindung [.LA.2 Blok I.A.3 dan Lingkungan Hidup
Blok I.A.4, SWP C Blok Dan Kehutanan
I.C.2, SWP D Blok I.D.1 APBN, APBD Kementerian
dan Blok I.D.2, SWP F Provinsi Bali Lingkungan Hidup
9 Konservasi dan rehabilitasi Sub-zona Blok I.F.2 dan Blok Dan Kehutanan,
hutan lindung LLF.3 Dinas Kehutanan
Dan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali Lingkungan Hidup
3 Pengendalian Enkalve Sub-zona Hutan Dan Kehutanan,
Lindung Dinas Kehutanan
Dan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali
B.1.3.1 Perlindungan Sub-zona Perlindungan
‘7"7"" | Setempat berupa Kawasan Tempat Suci
SWP A Blok 1.A.3, SWP APBD Provinsi Dinas Pekerjaan
C Blok I.C.2, SWP D Bali, APBD Umum, Penataan
Blok 1.D.2, SWP E Blok Kabupaten Ruang, Perumahan,
Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi I.E.1 dan Blok I.LE.2, Bangli, Dan Kawasan
. SWP F Blok I.F.2 Msyarakat/ Permukiman Provinsi
Khusus Kawasan tempat Suci Pura L. -
: Swasta Bali, Dinas Pekerjaan
1 | Kahyangan Jagat untuk Perlindungan
Sub-zona Perlindungan Setempat berupa Umum, Penataagl
Kawasan Tempat Suci Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat
SWP A Blok 1.A.3, SWP APBD Provinsi Dinas Pekerjaan
C Blok I.C.2, SWP D Bali, APBD Umum, Penataan
Blok 1.D.2, SWP E Blok Kabupaten Ruang, Perumahan,
LLE.1 dan Blok L.LE.2, Bangli, Dan Kawasan
Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas SWP F Blok I.F.2 Msyarakat/ Permukiman Provinsi
9 pendukung Kawasan Tempat Suci Pura Swasta Bali, Dinas Pekerjaan
Sad Kahyangan dan Pura Kahyangan Umum, Penataan
Jagat Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat
SWP A Blok I.LA.3 APBD Provinsi Dinas Pekerjaan
Bali, APBD Umum, Penataan
Kabupaten Ruang, Perumahan,
Bangli, Dan Kawasan
Penataan dan Pengendalian pemanfaatan lg/l“sg:i’:kat/ g(;i?l%ﬁr;l:gelzﬂ::;i
3 | ruang sekitar Pura Ulundanu Batur — Pura ’ J

Tulukbiyu Batur — Pura Alas Arum Batur

Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Bukit Mentik, Batur
Selatan

SWP E Blok I.LE.1

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Jati Batur - Pura
Segara Batur

SWP E Blok L.LE.1

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Tuluk Biyu, Suter

SWP C Blok I1.C.2

Penataan dan Pengendalian kegiatan
sekitar Pura Pasar Agung dan Pura
Tampurhyang

SWP E Blok I.LE.1

Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar
Pura Munggu Suter

SWP C Blok I.C.2

Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar
Pura Dukuh Suter

SWP C Blok I.C.2

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

10

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Pancering Jagat
Terunyan

SWP D Blok 1.D.2

11

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Ulundanu Songan

SWP F Blok I.LF.2

12

Penataan dan Pengendalian pemanfaatan
ruang sekitar Pura Kahyangan Desa

SWP A Blok I.A.1, Blok
ILA.2, Blok [.A.3, dan
Blok I.A.4;

¢ SWP B Blok I.B.1;
e SWP C Blok I.C.1, dan

Blok I1.C.2;
SWP D Blok I.D.1, dan
Blok 1.D.2;

e SWP E Blok I.LE.1; dan
e SWP F Blok I.F.1, Blok

I.F.2, dan Blok L.F.3.

13

Pengembangan Standar Berwisata di
Kawasan Tempat Suci

SWP A Blok I.A.1, Blok
ILA.2, Blok [.A.3, dan
Blok I.A.4;

e SWP B Blok I.B.1;
e SWP C Blok I.C.1, dan

Blok I1.C.2;
SWP D Blok I.D.1, dan
Blok 1.D.2;

e SWP E Blok I.LE.1; dan
e SWP F Blok I.F.1, Blok

I.F.2, dan Blok I.F.3.

B.1.3.2

Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW)
Budaya

Penataan dermaga, bangunan dan
lingkungan Kuburan Trunyan

SWP D Blok 1.D.2

Penataan dermaga, pelindungan Danau,
bangunan dan lingkungan Desa Trunyan

SWP D Blok 1.D.2

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Msyarakat/
Swasta

Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Satuan Polisi
Pamong Praja, Desa
Adat

APBN Kementerian
Perhubungan
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan,
APBD Kabupaten | Kementerian

Bangli

Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pembangunan dan Penataan sekitar
Dermaga Kedisan

SWP D Blok I.D.1

Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan

Penataan lingkungan dan bangunan
Sekitar Pura Ulun Danu Batur

SWP A Blok [.LA.3

Penataan lingkungan dan bangunan
Sekitar Pura Ulundanu Songan

SWP F Blok L.LF.2

Penataan lingkungan dan bangunan Kaw
Pura Jati — Pura Segara Dsk

SWP E Blok L.LE.2

Pemukiman

Kabupaten Bangli
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan,
APBD Kabupaten | Kementerian

Bangli

Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202 | 202 | 202
5 6 7

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202
4
SWP E Blok L.LE.2
5 Perlindungan Kaw Pura Pasar Agung —
Kawah I Gn. Batur
SWP E Blok I.LE.2
6 Penataan lingkungan dan bangunan
sekitar Pura Tampurhyang
B.1.3.3 Pengembangan dan Penguatan Daya
‘77" | Tarik Wisata (DTW) Baru
SWP E Blok I.LE.1
1 Penataan Kawasan Pura Segara Danu
Batur dan Pura Jati
SWP E Blok I.LE.1
2 | Penataan Ruang Publik Pura Jati
SWP E Blok I.LE.1
3 Penataan Ruang Publik Pura
Tampurhyang
SWP E Blok I.LE.1
4 | Penataan Ruang Publik Pura Bukit Mentik

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202 | 202 | 202
5 6 7

B.1.3.4

Penguatan dan Pelestarian Warisan
Geologi

Pembangunan Panel Geosite di Pura Bukit
Mentik

Pengembangan masterplan RTH Kawasan
Geopark Batur

SWP E Blok L.LE.1

WP Geopark Batur

Pengembangan Taman Kecamatan
Kintamani

e SWP A Blok I.A.1; dan
e SWP F Blok I.F.3.

Pengembangan Taman Desa/Banjar
(Taman Kelurahan)

e SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok 1.A.3 dan
Blok I.A.4;

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Kabupaten Bangli

Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Energi Dan Sumber
Daya Mineral,
Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes,
Masyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202 | 202 | 202
5 6 7

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202
4
e SWP B Blok I.B.1, Blok
[.B.2 dan Blok 1.B.3;
e SWP C Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2;
e SWP D Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2; dan
e SWP F Blok I.F.1, Blok
[.LF.2 dan Blok I.F.3.
e SWP A Blok I.A.2, Blok
I.A.3 dan Blok [.A.4;
4 Pelindungan dan penataan RTH Setra tiap |® SWP C Blok 1.C.2;
desa Adat e SWP D Blok I.D.1; dan
e SWP F Blok I.LF.1 dan
Blok I.F.3.
e SWP A Blok I.A.2, Blok
1.A.3 dan Blok I.A.4;
. e SWP C Blok I.C.2;
5 | Penataan RTH pemakaman yang asri e SWP D Blok L.D.1; dan
e SWP F Blok I.LF.1 dan
Blok I.F.3.
Seluruh WP
6 | Penataan Ruang Sisi Jalan
Seluruh WP
7 Pemanfaatan Zona Budidaya Non
terbangun sebagai RTH
Pengelolaan Sub-zona Taman Wisata -
B.1.5.1
Alam
Penegasan Deliniasi, Batas dan Rencana SWP A Blok I.A.1, Blok
1 | Blok TWA Batur Bukit Payang dan TWA I.A.2 dan Blok [.A.3,
Panelokan SWP B Blok 1.B.1 dan
Review Perjanjian Kerjasama pemanfaatan | Blok I.B.3, SWP C Blok
Ruang TWA untuik mendukung [.C.1 dan Blok I.C.2,
9 pengembangan Kawasan Geopark Batur SWP D Blok I.D.1, SWP

antara Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Bali Provinsi Bali dengan Pemkab
Bangli

E Blok I.E.1 dan Blok
IL.E.2

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Kabupaten Bangli,
Desa, Desa Adat

APBD Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN, APBD

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Pemkab Bangli




NO

PROGRAM PRIORITAS

Sosialisasi Rencana Blok TWA Batur Bukit
Payang dan TWA Penelokan

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Integrasi dan Harmonisasi Pengembangan
Program Pendukung Geopark Batur pada
TWA Batur Bukit Payang

SWP E Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2

Integrasi dan Harmonisasi Pengembangan
Program Pendukung Geopark di TWA
Penelokan

SWP B Blok I.B.1

Harmonisasi Pengembangan Jl Lingkar
Penelokan TWA Penelokan

SWP B Blok I.B. 1

Harmonisasi Aktivitas Daya Tarik Wisata
Minat Khusus / Adventure Kendaraan
pada Kawasan Black Lava TWA Batur
Bukit Payang

SWP E Blok L.LE.1

Pengendalian Aktivitas Kendaraan
Bermotor pada Jalur Pendakian Gunung
Batur

SWP E Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2

EJbISl (2824-202202) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:BI\E\'II‘?SNASNI A
s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
APBN Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan
APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Kempar, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional, Kempar,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Kabupaten Bangli

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Bali

APBN, APBD
Provinsi Bali

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Bali




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
SWP A Blok [.A.1, Blok
[.LA.2 dan Blok [.A.3,
SWP B Blok I.B.1 dan
Blok I.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
Harmonisasi Aktivitas Spiritual SWP D Blok I.D.1, SWP
9 Keagamaan di Puncak Gunung Batur dan E Blok I.LE.1 dan Blok
beberapa Kawasan Tempat Suci di TWA LE.2
Batur Bukit Payang dan TWA Panelokan
Harmonisasi Perlindungan Lindung
B.1.5.2 | Geologi dalam Sub-zona Taman Wisata
Alam
Integrasi Keunikan Batuan dan Fosil pada SWP E Blok L.E.1 dan
1 Blok I.E.2
Kaldera Batur
SWP A Blok I.A.1, Blok
ILA.2 Blok I.LA.3, SWP B
Blok I.B.1 dan Blok
. . [.LB.3, SWP C Blok I.C.1,
o | Integrasi Keunikan Bentang Alam pada. | gwp'p Blok 1.D.1 dan
J park batur Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.1 dan Blok I.LE.2,
SWP F Blok L.F.1, Blok
[.LF.2 dan Blok I.LF.3
SWP A Blok I.LA.1 dan
Blok I.A.3, SWP B Blok
I.LB.1 SWP D Blok I.D.1
3 Harmonisasi 18 Geosite Keunikan Proses dan Blok I.D.2, SWP E
Geologi di TWA Batur Bukit Payang Blok I.E.1 dan Blok
LLE.2, SWP F Blok L.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
I.LF.3
Pembangunan Fasilitas Penunjang
B.1.5.3 | Geopark dalam Sub-zona Taman Wisata
Alam
1 Penataan Stop Over Penelokan : renovasi SWP B Blok I.B.1
gardu pandang di TWA Penelokan
9 Pemelihataan dan Peningkatan pelayanan SWP B Blok I.B.1
Museum Gunung Api Batur
SWP E Blok L.LE.2
2 | Penataan Hiking Center PGB Ampupu

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

INSTANSI
SUMBER DANA PELAKSANA
APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli
Prov, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBN

Kementerian Energi
Dan Sumber Daya
Mineral

APBN

Kementerian Energi
Dan Sumber Daya
Mineral

APBN

Kementerian Energi
Dan Sumber Daya
Mineral

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Energi Dan Sumber
Daya Mineral,
Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 l;.:)l\;l 1 (2234-22%82) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:El‘:.i[l‘?SNASI‘: A
4 5 6 7 s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola
SWP C Blok I1.C.2 APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan
3 Penyusunan Desain Tapak Pelindungan Ruang, Perumahan
View Pandang Gunung Abang, Suter Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli
Pemeliharaan Panel Geosite : Kawah I, SWP E Blok I.LE.1 dan APBN, APBD Badan Perencanaan
4 Kawah II, Kawah III, Bukit Payang 1, Blok L.E.2 Provinsi Bali, Pembangunan
Cinder Cone Toya Mampeh, Kawasan Julia APBD Kabupaten | Nasional,
Robert 1, Julia Robert 2, Lava Tumuli Bangli Kementerian
Pembangunan Panel Geosite : Prapen dan SWP E Blok I.LE.1 dan Pekerjaan Umum
5 Sampen Wani, Bukit Payang 2, Desa Batur | Blok I.E.2 Dan Perumahan
Kuna, Culali, Pura Bukit Mentik, Rakyat, Kementerian
Toyabungkah, Pasar Agung Batur Energi Dan Sumber
6 Pengembangan Fasilitas Pendukung SWP E Blok I.LE.1 dan Daya Mineral,
Geosite Lainnya Blok L.LE.2 Kementerian
7 | Pemeliharaan Geosite Lava Bantal g\gi IE EB.‘;Ok LE.1 dan g;f%%ﬁgiﬁ?p
SWP E Blok I.E.1 dan Dinas Pekerjaan
Blok L.E.2 Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Pembangunan Panel Geosite di Kawasan germuklman Proy1n31
. . ali, Dinas Pekerjaan
8 | Prapen dan Sampean Wani, Culali, dan Umum, Penataan
Pasar Agung Batur Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola
Pembangunan Sarana Prasarana
B.1.5.4 | Penunjang Geopark dalam Sub-zona
Taman Wisata Alam
1 | Pengembangan Stop Over Seked SWP E Blok L.LE.1 APBN, APBD Kementerian
2 | Pengembangan Stop Over Culali SWP E Blok I.LE.2 Provinsi Bali, Lingkungan Hidup
. SWP D Blok I.D.1, SWP APBD Kabupaten | Dan Kehutanan,
3 | Penataan Ruang Publik Seked E Blok LE.2 Bangli Dinas Pekerjaan
4 | Penataan Ruang Publik Bukit Payang SWP E Blok I.LE.1 Umum, Penataan
5 | Penataan Ruang Publik Culali E“lgl)oi 113};; 1; LA.3, SWP [R)zinéé‘l;;l;;nahan,
6 | Penataan Ruang Publik Lava Tumuli SWP E Blok I.E.2 Per%'nul'iiman ProYinsi
7 Penataan Ruang Publik Kawah I Gunung SWP E Blok L.LE.1 Bali, Dinas Pekerjaan
Batur Umum, Penataan
SWP E Blok LE.1 Ruang, Perumahan
Pembangunan Miniatur Situs Permukiman Dan Kawasan
8 | Desa Batur Kuna Pemukiman
di TWA Batur Bukit Payang Kabupaten Bangli
9 Pembangunan panel Cultural Site di Desa SWP E Blok I.LE.1 dan APBN, APBD Badan Perencanaan

Batur Kuna

Blok I.LE.2

Provinsi Bali,

Pembangunan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
10 Penataan Gunung Batur (rest area, toilet, SWP E Blok I.E.1 dan
gazebo, shelter, plaza) Blok I.LE.2
11 Pengembangan Desain Tapak Stop Over SWP E Blok L.LE.2
Lava Tumuli
12 Pembangunan Bundaran Seked-Black SWP E Blok I.E.1 dan
Lava Blok I.LE.2
13 Pembangunan Bundaran Hub Pendakian SWP E Blok L.LE.2
Gn Batur di Lokasi P3GB
Penataan, Pembangunan Gapura Masuk SWP C Blok I.C.2,
Pendakian dan Pengembangan Fasilitas SWP D Blok I.D.1, SWP
Pendukung Pintu Masuk Geotreking : G. E Blok I.LE.1 dan Blok
14 Batur dan Gunung Abang : Toyabungkah, | ILE.2
Lava Sampean Wani 1, Seked-Black Lava, SWP F Blok I.LF.2
Gn Abang, Pura Bukit Mentik, Pendakian
P3GB dan Pasar Agung, Bukit Payang,
Serongga, sebaran Gapura Identitas
Pembangunan Gazebo : Bukit Dalem, Pura | SWP E Blok I.LE.1 dan
15 Bukit Mentik, Bukit Payang, Pasar Agung, | Blok I.LE.2
Geosite Kawah I, Geosite Lava 1849, Julia
Robert
16 Pembangunan Parkir : Pura Bukit Mentik, | SWP E Blok I.LE.2
Julia Robert 1, Julia Robert 2,
Pembangunan Pos Pendakian Gunung SWP C Blok I.C.2, SWP
17 | Batur (Gunung Abang, Toya Bungkah, E Blok I.LE.2, SWP F
Serongga) Blok I.F.2
Penataan Geotreking: Pasar Agung, Toya SWP E Blok I.LE.1 dan
18 | Bungkah, Serongga, Culali, Gunung Blok L.E.2
Abang, Bukit Terunyan
. SWP E Blok I.LE.1 dan
20 | Pengembangan Geotrail Blok LE.2
B.2 | ZONA BUDIDAYA
B.2.1 | Perwujudan Zona Badan Jalan

Pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan
pengemb. Zona badan jalan

Seluruh WP

Pengendalian pemanfaatan ruang Zona
badan jalan

Seluruh WP

202

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

APBD Kabupaten
Bangli

INSTANSI
PELAKSANA

Nasional,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Energi Dan Sumber
Daya Mineral,
Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Kemdikbud, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 2
(2029-2033)

PJM 1 (2024-2028)
202 | 202 | 202 | 202 | 202
4 5 6 7 8

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

B.2.2

Pengelolaan Zona Hutan Produksi

Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Penegasan Batas Sub-zona Hutan
Produksi Terbatas di lapangan

Pengembangan komoditas kayu dan non
kayu penunjang industri

Rehabilitasi dan konservasi kawasan
hutan

Pengembangan ekowisata

Pengendalian pemanfaatan ruang Sub-
zona Hutan Produksi Terbatas

SWP A Blok [.LA.1, SWP

E Blok I.E.1 dan Blok
1.E.2

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN

B.2.3

Pengembangan Zona Perkebunan Rakyat

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

Fasilitasi pengembangan zona Perkebunan
rakyat pada sisi jurang dan sisi sungai

Pengarahan Komoditas kayu dan non kayu
penunjang industri kerajinan dan industri
lainnya dan Berfungsi Agro Forestery

Blok I.A.4;
Blok 1.B.3;
Blok I.C.2; dan

Blok I.F.2.

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok 1.A.3 dan

SWP B Blok I.B.1, dan
SWP C Blok I.C.1 dan

SWP F Blok I.F.1 dan

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan




NO

PROGRAM PRIORITAS

Pengendalian pemanfaatan ruang zona
perkebunan rakyat

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

B.2.4

Pengembangan Zona Pertanian

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Hidup Kabupaten
Bangli, Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Masyarakat

B.2.4.1

Pengembangan Sub-Zona Hortikultura

Inventarisasi lokasi, Jenis Komoditas dan
luasan Sub-Zona Hortikultura

Pengembangan komoditas hortikultura
Sayuran dan Bawang

Pengembangan komoditas hortikultura
Jeruk

Pengendalian Kegiatan Pengeboran Air
Tanah

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
LLF.3

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
S | Intensifikasi lahan pertanian
6 Pengembangan secara bertahap pertanian
organik
7 Pengembangan kawasan-kawasan
agribisnis dan terminal agribisnis
8 Pengarahan komoditas agroforestry pada
lahan kemiringan >40%
B.2.4.2 | Pengembangan Sub-Zona Perkebunan
SWP A Blok I.LA.1, Blok
ILA.2, Blok 1.A.3 dan
1 Pemetaan lokasi, Jenis Komoditas dan Blok 1.A.4;
luasan Sub-Zona Perkebunan SWP B Blok I.B.1, Blok
1.B.2 dan Blok 1.B.3;
SWP C Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2;
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2;
9 iinggéllbangan komoditas unggulan Kopi SWP E Blok LE.1 dan
abika Blok I.LE.2; dan
SWP F Blok L.F.1, Blok
I.F.2 dan Blok I.F.3.
3 | Intensifikasi lahan pertanian

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Satuan Polisi
Pamong Praja

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan




WAKTU PELAKSANAAN
NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 1;.101\12[ 1 (2824-222082) 202 PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA P:El‘:.i'll‘?sl:\sl\: A
4 5 6 ” s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
APBD Provinsi Dinas Pertanian Dan
Bali, APBD Ketahanan Pangan
Kabupaten Provinsi Bali, Dinas
4 Pengembangan kawasan-kawasan Bangli, Pertanian,
agribisnis dan terminal agribisnis Masyarakat Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
APBD Provinsi Dinas Pertanian Dan
Bali, APBD Ketahanan Pangan
Kabupaten Provinsi Bali, Dinas
. . . Bangli, Pertanian,
S | Pengembangan kemitraan dengan industri Masyarakat Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
APBD Provinsi Dinas Pertanian Dan
Bali, APBD Ketahanan Pangan
Kabupaten Provinsi Bali, Dinas
6 Pengembangan secara bertahap Bangli, Pertanian,
perkebunan organik Masyarakat Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
SWP A Blok [.A.2, Blok APBD Provinsi Dinas Pertanian Dan
I1.A.3 dan Blok I.A.4, Bali, APBD Ketahanan Pangan
SWP F Blok I.F.1, Blok Kabupaten Provinsi Bali, Dinas
I.LF.2 dan Blok I.F.3 Bangli, Pertanian,
Pengembangan Fasilitas Periwisata Masyarakat Ketahagan Pangan
7 bersyarat dan sangat terbatas Dan Perikanan
Y g Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
Harmonisasi Daya Tarik Wisata pada
B.2.4.3 o
Zona Pertanian
SWP A Blok I.A.1, Blok APBD Provinsi Dinas Pertanian Dan
[.LA.2 dan Blok I.A.3, Bali, APBD Ketahanan Pangan
SWP B Blok I.B.1, SWP Kabupaten Provinsi Bali, Dinas
D Blok I.D.1 dan Blok Bangli, Pertanian,
o . [.D.2, SWP F Blok I.F.1, Masyarakat Ketahanan Pangan
Pengembangan Fasilitas Pariwisata )
1 bersyarat dan sangat terbatas Blok I.F.2 dan Blok Dan Perikanan .
LLF.3 Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat
Pengembangan Stop Over, Anjung Pandang | SWP A Blok [.A.1, Blok APBN, APBD Kementerian
9 Publik atau shelter bersyarat dilengkapi [.LA.2 dan Blok [.A.3, Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
Fasilitas Pendukung pada Spot-spot SWP B Blok I.B.1 dan APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Tertentu Blok I.B.3, SWP C Blok Bangli, Rakyat, Kementerian
Pengarahan Lokasi Camping Ground dan [.C.2, SWP D Blok I.D.1, Masyarakat/ Lingkungan Hidup
3 | aktivitas Outbound bersyarat pada Non SWP E Blok I.LE.2, SWP Swastaa Dan Kehutanan,
Zona Pariwisata F Blok I.F.3 Dinas Pekerjaan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
B.2.4.3 | Penguatan Kapasitas Subak
Seluruh WP
1 | Peningkatan Kapasitas SDM Subak
Seluruh WP
2 | Peningkatan Kapasitas Pertanian Organik
B.2.5 | Zona Pariwisata
e SWP A Blok I.A.1, Blok
[.LA.2 dan Blok I.A.3;
e SWP B Blok I.B.1, Blok
[.B.2 dan Blok 1.B.3;
e SWP C Blok I.C.2;
1 | Penetapan Zona Pariwisata e SWP D Blok 1.D.1;
e SWP E Blok I.LE.2; dan
e SWP F Blok L.F.3.
SWP A Blok I.A.1, Blok
[.LA.2 dan Blok I.A.3,
Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi S}ZE ? BBéOk LB.1 dan
9 Bonus Zoning di Lokasi Zona Pariwisata o

Koridor Penelokan — Batur, Koridor
Penelokan — Kedisan, dan Kintamani

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa Adat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,

Masyarakat Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan




WAKTU PELAKSANAAN
4 5 6 7 8 (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)

Ruang, Perumahan
Dan Kawasan

Pemukiman
Kabupaten Bangli
SWP A Blok I.A.1, Blok APBN, APBD Kementerian
[.LA.2 dan Blok I.A.3, Provinsi Bali, ATR/BPN, Dinas
Pengembangan Kajian kestabilan Batuan, SWP B Blok I.B.1 dan APBD Kabupaten | Pekerjaan Umum,
pondasi, teknis dan Lahan dgn kelerangan | Blok I1.B.3, SWP C Blok Bangli Penataan Ruang,
tinggi dan sempadan jurang I.C.2, SWP D Blok I.D.1, Perumahan, Dan
SWP E Blok I.E.2, SWP Kawasan
F Blok I.F.3 Permukiman Provinsi
Pembangunan dan Penataan pedestrian Seluruh WP Bali, Dinas Pekerjaan
pada Jalan-Jalan Utama Zona Pariwisata Umum, Penataan
Seluruh WP Ruang, Perumahan

Pengembangan Jaringan Utilitas Terpadu Dan Kawasan

Bawah Tanah Pemukiman
Kabupaten Bangli
SWP B Blok I.B.1 APBN, APBD Badan Perencanaan
Provinsi Bali, Pembangunan
APBD Kabupaten | Nasional,
Bangli Kementerian

Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pariwisata Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli

Pengembangan Landmark Geopark Batur

e SWP A Blok I.A.1, Blok
[.LA.2 dan Blok I.A.3;
e SWP B Blok I.B.1, Blok
[.B.2 dan Blok 1.B.3;
SWP C Blok I.C.2;
SWP D Blok I.D.1;
SWP E Blok I.E.2; dan
SWP F Blok I.F.3.

APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali, ATR/BPN, Dinas
APBD Kabupaten | Pekerjaan Umum,
Bangli Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Integrasi Harmonis Fasilitas dan Kegiatan
Pariwisata pada Non Zona Pariwisata




PROGRAM PRIORITAS

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

(2029-2033)

(2034-2038) (2039-2044)

Pengendalian fasilitas pariwisata pada Non
Zona Pariwisata

Pengembangan insentif dan disinsentif

INSTANSI
SUMBER DANA PELAKSANA
APBN, APBD Kementerian

Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Perlindungan Saujana Gunung Batur dan
Danau Batur pada Koridor Penelokan —
Batur

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Penyediaan jaringan jalan dan konektivitas
menuju Fasilitas dan Aktivitas Pariwisata

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
ATR/BPN, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Pengembangan Stop Over, Anjung Pandang
Publik atau shelter dilengkapi Fasilitas
Pendukung pada Spot-spot Tertentu

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

SWP A Blok I.A.1, Blok
1.A.2 dan Blok I.A.3,
SWP B Blok I.B.1 dan

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
Blok I.B.3, SWP C Blok
[.C.2, SWP D Blok I.D.1,
SWP E Blok I.LE.2, SWP
F Blok I.LF.3
Pengarahan Lokasi Camping Ground dan
13 | aktivitas Outbound bersyarat pada Non
Zona Pariwisata
14 Pengembangan Fasilitas Pendukung SWP E Blok L.E.2
Aktivitas Pendakian Gunung Batur
SWP B Blok I.B. 1
Penataan Stop Over Penelokan : penataan
15 | parkir, penataan toko souvenir, penataan
plaza/RTNH suter, penataan Pedestrian)
16 Pengembangan Stop Over dan ruang SWP E Blok L.LE.2
Publik Toyabungkah
SWP A Blok [.LA.2
17 Rekonstruksi Bangunan Perintis

Pariwisata Kintamani (eks Hotel Pelni)

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

Bangli,
Masyarakat/
Swasta

INSTANSI
PELAKSANA

Rakyat, Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa Adat

APBN

Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Energi Dan Sumber
Daya Mineral,
Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan Pengelola

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

B.2.6

Pengembangan Zona Perumahan

202
4

202 | 202 | 202
5 6 7

PJM 2

202 | 2029-2033)

8

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

B.2.6.1

Pengembangan Perumahan

Pengembangan dan pemetaan pelayanan
jaringan prasarana permukiman
(transportasi, energi, telekomunikasi, air
minum, air limbah, pengelolaan
persampahan, drainase)

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
LLF.3

Pengembangan dan pemerataan pelayanan
sarana permukiman (fasilitas perdagangan
dan jasa, pendidikan, kesehatan,
pemerintahan, peribadatan rekreasi dan
olahraga, dan kebudayaan)

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.LA.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
1.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3, SWP C Blok
1.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
LLF.3

Pengembangan prasarana perlindungan
dari bencana

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.LA.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
1.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I1.E.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
I.LF.3

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)
202 | 202 | 202 | 202 | 202

PJM 2 PJM 3 PJM 4 SUMBER DANA
(2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)

INSTANSI
PELAKSANA

Perwujudan ruang terbuka hijau publik
minimum 20% wilayah kota

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
I.LF.3

Kabupaten Bangli,
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Perwujudan ruang terbuka non hijau,
ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang
evakuasi bencana

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
LLF.3

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Pengendalian pemanfaatan ruang
perumahan

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I.LE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
I.LF.3

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bali, Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Satuan Polisi
Pamong Praja




WAKTU PELAKSANAAN
4 5 6 7 8 (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)

e SWP A Blok [LA.2 dan
Blok I.A.4; dan
e SWP D Blok I.D.2.

APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Pekerjaan Umum
APBD Kabupaten | Dan Perumahan
Bangli Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

Penataan Sub-zona perumahan Kepadatan
Tinggi dengan Kavling Kecil pada
Permukiman Asli yg telah ada

e SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok 1.A.3 dan

APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan

Blok 1.A.4; Ruang, Perumahan
Penyediaan Sarana Penunjang Sub-zona e SWP D Blok I.D.2; dan g:rﬁlﬁ:lzsr?n
perumahan kepadatan sedang e SWP F Blok L.F.1, Blok

Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten

I.F.2 dan Blok I.F.3.

Bangli
e SWP A Blok I.A.1, Blok APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
ILA.2, Blok 1.A.3 dan Bangli Umum, Penataan

Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan

Blok I.A.4;
e SWP B Blok I.B.1, Blok
[.B.2 dan Blok 1.B.3;

Penyediaan Sarana Penunjang Sub-zona e SWP C Blok I.C.1 dan

perumahan kepadatan rendah Blok I.C.2; Hidup Kabupaten
e SWP D Blok I.D.1 dan Bangli
Blok I.D.2;

e SWP E Blok I.E.2; dan
e SWP F Blok I.F.1, Blok
[.LF.2 dan Blok I.F.3.

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan

APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan
Bangli Umum, Penataan

Penerapan Kavling minimum perumahan
baru minimal 100m?

Blok I.A.4, SWP B Blok
1.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok
I1.E.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
1.F.3

Penataan lingkungan dan Bangunan
Perumahan Desa

SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4, SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2 dan
Blok 1.B.3, SWP C Blok
I.C.1 dan Blok I.C.2,
SWP D Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2, SWP E Blok

Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kemdesa,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
LLE.2, SWP F Blok I.F.1,
Blok I.F.2 dan Blok
LLF.3
SWP A Blok [.LA.4, SWP
D Blok I.D.2, SWP F
Blok I.F.1
12 | Revitalisasi rumah tradisional
B.2.6.2 Harmonisasi Daya Tarik Wisata (DTW) di

Zona Perumahan

Wisata Desa dan Bangunan Tradisional
Desa Pinggan

SWP F Blok L.F.1

Wisata Desa dan Bangunan Tradisional
Desa Belandingan

SWP F Blok L.F.1

Wisata Desa dan Bangunan Tradisional
Desa Bayunggede

SWP A Blok .LA.4

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202 | 202 | 202
5 6 7

Wisata Desa dan Bangunan Tradisional
Desa Terunyan

Pengembangan Fasilitas Pariwisata
bersyarat dan sangat terbatas

SWP A Blok I.A.1, Blok

I.A.2 dan Blok I.A.3,

SWP B Blok I.B.1, SWP

D Blok I.D.1 dan Blok

[.D.2, SWP F Blok I.F.1,

Blok I.F.2 dan Blok
I.F.3

Pengembangan Stop Over, Anjung Pandang
Publik atau shelter bersyarat dilengkapi
Fasilitas Pendukung pada Spot-spot
Tertentu

Pengarahan Lokasi Camping Ground dan
aktivitas Outbound bersyarat

SWP A Blok I.A.1, Blok

1.A.2 dan Blok 1.A.3,
SWP B Blok I.B.1 dan

Blok I.B.3, SWP C Blok
1.C.2, SWP D Blok 1.D.1,
SWP E Blok L.E.2, SWP

F Blok I.F.3

B.2.7

Perwujudan Zona Sarana Pelayanan
Umum

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD Kabupaten
Bangli

Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali, Dinas
Pertanian,
Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Bangli,
Masyarakat

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swastaa

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Kementerian
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan,
Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa Adat

B.2.7.1

Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota

Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU
Skala Kota berupa SMA yang telah ada

SWP A Blok I.A.4, SWP

F Blok I.F.2

Penambahan Pembangunan Sub-Zona SPU
Skala Kota berupa SMA di Kaldera Bawah

SWP F Blok I.F.2

APBD Provinsi
Bali

Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan
Olahraga Provinsi
Bali

APBD Provinsi
Bali, Swasta

Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan
Olahraga Provinsi
Bali, Swasta




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

202

202
8

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 202 | 202 | 202
4 5 6 7
SWP B Blok I.B.1
3 Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota
berupa SMK Pariwisata
4 Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota SWP B Blok I.B.1
berupa Rumah Sakit Pratama
B.2.7.2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala
Kecamatan
SWP A Blok I.A.1, Blok
I.A.2, Blok I.A.3 dan
Pemantapan Pelayanan Sub-zona SPU Blok I.A.4, SWP C Blok
1 | Skala Kecamatan berupa SMP yang telah [.C.2, SWP D Blok I.D.1
ada dan Blok I.D.2, SWP F
Blok I.F.1 dan Blok
LLF.2
Pemantapan Layanan Sub-zona SPU Skala SWP A Blok L.A.1, SWP
2 F Blok I.F.1 dan Blok
Kecamatan berupa Puskesmas Rawat Inap LF.2
3 | Pengembangan Klinik Kesehatan WP Geopark Batur
SWP A Blok [.A.1, Blok
I.LA.2, Blok I.A.3 dan
Peningkatan layanan Sub-zona SPU Skala | Blok I.A.4, SWP C Blok
4 | Kecamatan berupa faslitas Peribadatan I.C.2, SWP D Blok I.D.1
yang telah ada dan Blok I.D.2, SWP F
Blok I.F.1 dan Blok
LLF.2
SWP A Blok [.A.1
5 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
berupa Lapangan Umum Kecamatan
B.2.7.3 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala
Kelurahan
SWP A Blok [.A.2, Blok
1.A.3 dan Blok 1.A.4,
Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU SWP B Blok I.B.1 dan
1 Skala Kelurahan berupa fasilitas Sekolah Blok 1.B.3, SWP C Blok
Dasar, Puskesmas Pembantu, Pura I.C.1 dan Blok I.C.2,
Kahyangan Tiga, yang telah ada SWP D Blok 1.D.2, SWP
F Blok I.F.1 dan Blok
ILF.3
SWP A Blok [.A.2, Blok
1.A.3 dan Blok I.A.4,
SWP B Blok I.B.1 dan
Blok I.B.3, SWP C Blok
5 Pengembangan Lapangan Desa minimal 1 I.C.1 dan Blok I.C.2,
buah tiap Desa SWP D Blok I.D.2, SWP
F Blok I.F.1 dan Blok
LF.3
B.2.7.4 | Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW

APBD Provinsi
Bali, Swasta

Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan
Olahraga Provinsi
Bali, Swasta

Swasta

Swasta

APBD Kabupaten
Bangli, Swasta

Dinas Pendidikan,
Pemuda Dan Olah
Raga Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten | Dinkes
Bangli
Swasta Swasta

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten
Bangli,
Masyarakat

Dispma Prov, Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBD Kabupaten
Bangli,
Masyarakat/
Swasta

Dinas Pendidikan,
Pemuda Dan Olah
Raga Kabupaten
Bangli, Dinkes,
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli,
Desa Adat

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pendidikan,
Pemuda Dan Olah
Raga Kabupaten
Bangli, Desa




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU
Skala RW berupa balai banjar yang telah
ada

SWP D Blok I.D.1

Pengembangan Lapangan banjar

SWP D Blok I.D.1

B.2.8

Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3
(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Pendidikan,
Pemuda Dan Olah
Raga Kabupaten
Bangli, Desa

B.2.8.1

Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala Kota

Pembangunan Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala Kota berupa Pasar
Singhamandawa

SWP A Blok [.A.2

Pemngembangan Parkir terpadu dan
Simpul Transit Kintamani

SWP A Blok [.LA.2

Pembangunan infrastruktur penunjang
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala
Kota

SWP A Blok .LA.2

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan




WAKTU PELAKSANAAN

4 5 6 e s (2029-2033) | (2034-2038) (2039-2044)
Pemukiman
Kabupaten Bangli
B.2.8.2 Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan

Jasa Skala WP

Pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan
pengembangan Sub-Zona Perdagangan
dan Jasa Skala WP berupa Komplek
Pertokoan Kintamani - Batur

SWP A Blok I.A.2 dan
Blok I.A.3, SWP C Blok
1.C.2, SWP D Blok 1.D.1,
SWP E Blok I.LE.2, SWP

F Blok I.LF.3

Pembangunan infrastruktur penunjang

SWP D Blok I.D.1, SWP

E Blok I.LE.2, SWP F
Blok I.F.3

2 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
Peningkatan Pelayanan Sub-Zona
3 | Perdagangan dan Jasa Skala WP berupa SWP B Blok I.B.1
Pasar Seni Penelokan
SWP C Blok I.C.2
Revitalisasi Sub-Zona Perdagangan dan
4 | Jasa Skala WP berupa Pasar
Abangbatudinding
SWP D Blok I.D.1
5 Revitalisasi Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala WP berupa Pasar Seni Kedisan
Pengembangan Sub-Zona Perdagangan
6 | dan Jasa Skala WP berupa Pasar Seni SWP E Blok L.LE.2

Toyabungkah

APBD Kabupaten
Bangli, Swasta/
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Swasta, Masyarakat

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pariwisata
Provinsi Bali, Dinas
Perdagangan Dan
Perindustrian
Provinsi Bali, Dispar
Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
Kabupaten Bangli,
Diskopumkm

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,
Dinas Pariwisata
Provinsi Bali, Dinas
Perdagangan Dan
Perindustrian
Provinsi Bali, Dispar
Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
SWP F Blok L.LF.2
7 Revitalisasi Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala WP berupa Pasar Songan A
B.2.8.3 Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan
7" | Jasa Skala SWP
SWP A Blok [.LA.2
1 Revitalisasi Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala SWP berupa Pasar Kintamani
SWP A Blok [.LA.4
9 Pembangunan Sub-Zona Perdagangan dan
Jasa Skala SWP berupa Pasar Bayunggede
. SWP A Blok I.A.1, Blok
Pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan
1.A.2 dan Blok I.A.4,
pengembangan Sub-Zona Perdagangan
SWP C Blok I.C.2, SWP
3 | dan Jasa Skala SWP berupa komplek
F Blok I.F.2 dan Blok
Pertokoan Bayunggede, Penelokan, Suter, LF.3
Kedisan, Toyabungkah dan Songan A o
WP Geopark Batur
Pembangunan infrastruktur penunjang
4 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala
SWP
B.2.9 | Perwujudan Zona Perkantoran
SWP A Blok I.LA.2 dan
Blok I.A.4, SWP C Blok
1 Penataan Zona Perkantoran Pemerintahan | I.C.2, SWP D Blok I.D.1
Kintamani dan Blok I.D.2, SWP F
Blok I.LF.1 dan Blok
LLF.2
SWP A Blok [.LA.2 dan
Blok I.A.4, SWP C Blok
Penataan dan pengembangan perkantoran | I.C.2, SWP D Blok I.D.1
2 | swasta meliputi tata massa bangunan dan | dan Blok .D.2, SWP F
fasilitas parkir pendukungnya Blok I.LF.1 dan Blok
LF.2
Pencendalian pemanfaatan ruan SWP A Blok I.LA.2 dan
3 | enee an pemanfaatan ruang Blok I.A.4, SWP C Blok

perkantoran pemerintah dan swasta

[.C.2, SWP D Blok I.D.1

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Kabupaten Bangli,
Diskopumkm

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD
KABUPATEN
BANGLI, APBDes

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Desa

APBD Kabupaten
Bangli, Swasta/
Masyarakat

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Provinsi
Bali, APBD
Kabupaten Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli

APBD Kabupaten
Bangli, Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Swasta

APBD Kabupaten
Bangli, Swasta

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
dan Blok I.D.2, SWP F
Blok I.F.1 dan Blok
LLF.2
B.2.10 Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya

(PL)

Pengembangan Sub-zona Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)

SWP A Blok I.A.2, SWP
B Blok I.B.1, SWP D
Blok I.D.1 dan Blok
1.D.2, SWP E Blok I.LE.2,
SWP F Blok I.F.2 dan
Blok I.F.3

Seluruh WP
Pengembangan teknologi pengelolaan air
2. .
limbah yang ramah lingkungan
3 Penyediaan sarana pengangkutan limbah Seluruh WP

ke lokasi pengolahan limbah

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Satuan Polisi
Pamong Praja,
Swasta

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan




WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
Seluruh WP
4 Penyedotan limbah secara berkala yang
nantinya diarahkan menuju IPLT
B.2.11 Perwujudan Zona Pengelolaan

Persampahan (PP)

Pengembangan Sub-zona Pengelolaan
Persampahan

e SWP A Blok L.A.2;

e SWP D Blok I.D.1; dan

e SWP F Blok I.F.2.

PJM 2
(2029-2033)

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

INSTANSI
SUMBER DANA PELAKSANA
APBD Kabupaten | Rakyat, Dinas

Bangli

Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli

APBN, APBD
Provinsi Ball,
APBD Kabupaten
Bangli, APBDes

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,




NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

PJM 1 (2024-2028)

Pelaksanaan program 3R (Reuse, Reduce,
Recycle) dan pengomposan dalam
pengelolaan sampah melalui kegiatan bank
sampah

Seluruh WP

B.2.12

Perwujudan Zona Transportasi

Pengembangan Zona Transportasi berupa
Simpul Transit dan Parkir Terpadu
Penelokan

SWP B Blok I.B.1

Pengembangan Zona Transportasi berupa
Dermaga dan Parkir Teroadu Kedisan

SWP D Blok I.D.1

Pengembangan Zona Transportasi berupa
Dermaga Desa Trunyan dan Kuburan
Trunyan

SWP D Blok I.D.1

Pengembangan Zona Transportasi berupa
Parkir Terpadu Toyabungkah

SWP E Blok L.LE.2

202 | 202

PJM 2

202 | 2029-2033)

8

PJM 3

(2034-2038)

PJM 4
(2039-2044)

SUMBER DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli, APBDes

Kementerian
Pekerjaan Umum
Dan Perumahan
Rakyat, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan, Dan
Kawasan
Permukiman Provinsi
Bali, Dinas
Kehutanan Dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Dinas
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Bangli,
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bangli, Desa

APBN, APBD
Provinsi Bali,
APBD Kabupaten
Bangli

Kementerian
Perhubungan, Dinas
Perhubungan
Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Bangli

APBN Kementerian
Perhubungan
APBN Kementerian
Perhubungan
APBN, APBD Kementerian
Provinsi Bali, Perhubungan, Dinas
APBD Kabupaten | Perhubungan
Bangli Provinsi Bali, Dinas
Perhubungan
Komunikasi Dan
Informatika

Kabupaten Bangli




WAKTU PELAKSANAAN

4 5 6 7 s (2029-2033) (2034-2038) (2039-2044)
B.2.13 Perwujudan Zona Pertahanan dan
Keamanan
SWP A Blok I.LA.2 APBN Kementerian

Pemeliharaan dan Penataan Zona
Pertahanan dan Keamanan berupa
Koramil 1626-04/Kintamani

Pertahanan, TNI

P

N,

BUPATI BANGLI

N\

NG NYOMAN

\ [ JJ \J )/://

/)
ANA’ARTA



LAMPIRAN VI.1
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR
TAHUN 2024-2044
KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN GEOPARK BATUR

I ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan

T  ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan

B ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana dan prasarana yang ditetapkan diluar ketentuan sarana dan prasarana minimal serta memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

X  ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan

ZONA DAN SUBZONA gons Zona Zona hutan | Zona Perkebunan Zona Peruntukan
Perlindungan . Zona Pertanian Zona Pariwisata Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Perkantoran .
e Konservasi Produksi Rakyat Lainnya
NO. Sub-Zona
Perlindungan Sub-Zona Taman ST Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Perumahan e Sub-Zona SPU Skala S Instal.asi
Setempat Pemakaman | Wisata Alam Hutan . O S Hortikultura | Perkebunan Pariwisata Kepadatan Tinggi Kepadatan e Kelurahan A T LS B UL A LR s <P U ] Peng?lahan Alr
Produksi Rakyat Sedang Kepadatan Rendah Limbah
KEGIATAN
PS HPT KR P-2 P-3 w R-2 R-3 R-4 SPU-3 SPU-4 KT PL-4

0001 |PERTANIAN JAGUNG X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0002 |[PERTANIAN GANDUM X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0003 |PERTANIAN KEDELAI X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0004 |PERTANIAN KACANG TANAH X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0005 |PERTANIAN KACANG HIJAU X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0006 |PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0007 |PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL MINYAK WIJEN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0008 |PERTANIAN BIJI BJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0009 |PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0010 |PERTANIAN PADI HIBRIDA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0011 |PERTANIAN PADI INBRIDA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0012 |[PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0013 |[PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0014 |PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0015 |PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0016 |PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0017 |PERTANIAN JAMUR X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0018 |PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0019 |PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0020 |PERKEBUNAN TEBU X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0021 |PERKEBUNAN TEMBAKAU X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0022 |PERTANIAN TANAMAN BERSERAT X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0023 |PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0024 |PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA) X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0025 |PERTANIAN TANAMAN BUNGA X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0026 |PEMBIITAN TANAMAN BUNGA X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0027 |PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0028 |PERTANIAN BUAH ANGGUR X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0029 |PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0030 |PERTANIAN BUAH JERUK X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0031 [PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0032 |PERTANIAN BURAH BERI X X X X X T,B X T,B I T,B I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0033 [PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN X X X X X T,B X T,B I T,B I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0034 |PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN X X X X X T,B X T,B I T,B I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0035 |PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA X X X X X T,B X T,B I T,B I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0036 |PERKEBUNAN BUAH KELAPA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0037 |PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0038 |PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0039 |PERTANIAN UNTUK BAHAN MINUMAN X X X X X T,B X T,B I T,B I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0040 |[PERKEBUNAN LADA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0041 |PERKEBUNAN CENGKEH X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0042 |PERTANIAN CABAI X X X X X T,B X T,B T,B I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0043 |PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGARAN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0044 |PERTANIAN TANAMAN OBAT / BIOFARMAKA RIMPANG X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0045 |PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0046 |PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0047 |PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK /PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0048 |PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0049 |PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0050 |PERTANIAN TANAMAN HIAS X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0051 |PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN X X X X X T,B X T,B I I I I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0052 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0053 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0054 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA POTONG KERBAU X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0055 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0056 |PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0057 |PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0058 |PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0059 |PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0060 |PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0061 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0062 |[PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0063 |PETERNAKAN BABI X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0064 |BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0065 |BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0066 |PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0067 |BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0068 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN / BEBEK X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0069 |PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0070 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0071 |PEMBIBITAN AYAM RAS X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0072 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0073 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0074 |PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTRA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0075 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH B X X X X T,B X T,B I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0076 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA B X X X X T,B X T,B I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0077 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI B X X X X T,B X T,B I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0078 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING B X X X X T,B X T,B I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0079 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA WALET B X X X X T,B X T,B I T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0080 |PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA X X X X X X X X T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X
0081 |JASA PENGOLAHAN LAHAN X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B I I X X X X X X
0082 [JASA PEMUPUKAN PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA GULMA X X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B I I X X X X X X
0083 [JASA PEMANENAN X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B I I X X X X X X
0084 |JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0085 [JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA X X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B I I X X X X X X
0086 |JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK X X X X X X X X X T,B T,B T,B X X X X X X X X I I X X X X X X
0087 |JASA PERKAWINAN TERNAK X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0088 [JASA PENETASAN TELUR X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0089 [JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA X X X X X X X X X T,B T,B T,B X X X X X X X X I I X X X X X X
0090 [JASA PASCAPANEN X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0091 |PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN X X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0092 |PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0093 |PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0094 |[PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0095 |PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0096 |PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0097 |PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0098 |[PENANGKARAN PRIMATA B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0099 |PENANGKARAN MAMALIA B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0100 |[PENANGKARAN REPTIL B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0101 |PENANGKARAN BURUNG B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0102 |PENANGKARAN INSEKTA B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0103 |PENANGKARAN ANGGREK B X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0104 |PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0105 |[PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0106 |PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI T,B X X X X I X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0107 |PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0108 |PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0109 |PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN LAINNYA T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0110 |PEMANFAATAN KAYU HUTAN ALAM T,B X X X X I X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0111 |[PEMANFAATAN KAYU HASIL RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN ALAM T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0112 |PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0113 |PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0114 |PEMANENAN KAYU T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0115 |USAHA PEMUNGUTAN KAYU T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0116 |USAHA KEHUTANAN LAINNYA T,B X X X X T,B X I I X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0117 |PEMUNGUTAN GETAH KARET T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0118 |PEMUNGUTAN ROTAN T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0119 |PEMUNGUTAN GETAH PINUS T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0120 |PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0121 |[PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0122 |[PEMUNGUTAN DAMAR T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0123 |PEMUNGUTAN MADU T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0124 |PEMUNGUTAN BAMBU T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0125 |[PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA T,B X X X X T,B X I I T,B I T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0126 [JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN T,B X X X X T,B X T,B T,B X X T,B X X X T,B T,B I I T,B I I T,B X X X X X
0127 |JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM I X X X X T,B X I I X X T,B X X X T,B T,B I I T,B I I T,B X X X X X
0128 [JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL T,B X X X X T,B X I I X X T,B X X X T,B T,B I I T,B I I T,B X X X X X
0129 [JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN T,B X X X X T,B X I I X X T,B X X X T,B T,B I I T,B I I T,B X X X X X
0130 [JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA T,B X X X X T,B X I I X X T,B X X X T,B T,B I I T,B I I T,B X X X X X
0131 |PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0132 |PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0133 [PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0134 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0135 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK / BENIH IKAN DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0136 |PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0137 |PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0138 |PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0139 |PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0140 |[PENANGKAPAN PISCES / IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0141 |PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0142 |PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0143 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0144 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK / BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0145 |[PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0146 |PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0147 |JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0148 [JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0149 [JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0150 [JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0151 |JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0152 |JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0153 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0154 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDILS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0155 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0156 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0157 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0158 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0159 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0160 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0161 |PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0162 |PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0163 |PEMBENIHAN IKAN LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0164 |BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0165 |BUDIDAYA KARANG (CORAL) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X




ZONA DAN SUBZONA gons Zona Zona hutan | Zona Perkebunan Zona Peruntukan
Perlindungan q Zona Pertanian Zona Pariwisata Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Perkantoran .
e Konservasi Produksi Rakyat Lainnya
NO. Sub-Zona
Perlindungan Sub-Zona Taman AT Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Perumahan e Sub-Zona SPU Skala S Instal.asi
Setempat Pemakaman | Wisata Alam LT . e e Hortikultura | Perkebunan Pariwisata Kepadatan Tinggi Kepadatan e Kelurahan A T LS R UL A LR s <P U Peng?lahan Alr
Produksi Rakyat Sedang Kepadatan Rendah Limbah
KEGIATAN
PS RTH-7 TWA HPT KR P-2 P-3 w R-2 R-3 R-4 SPU-3 SPU-4 KT PL-4
0166 PEMBESARAN MOLLUSCA LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0167 PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0168 PEMBESARAN TUMBUHAN AIR LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0169 BUDIDAYA BIOTA AIR LAUT LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0170 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0171 [PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG X X X X X X T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0172 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA X X X X X X T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0173 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0174 |BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0175 |PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0176 [PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING TANCAP X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0177 |PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0178 [JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0179 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0180 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0181 [JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0182 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0183 [JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR X X X X X X T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X
0184 [PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0185 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0186 PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0187 PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0188 PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0189 BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0190 [JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0191 [JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0192 [JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0193 [PENGEMBANGBIAKAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0194 [PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0195 [PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0196 [PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0197 |[PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0198 [PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0199 [PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0200 |[PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0201 PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM X X X X % % % % % X % X % % X % % X % % % X % < X X X %
APPENDIKS CITES

0202 PERTAMBANGAN BATU BARA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0203 PERTAMBANGAN LIGNIT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0204 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0205 PERTAMBANGAN GAS ALAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0206 [PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0207 PERTAMBANGAN PASIR BESI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0208 PERTAMBANGAN BIJIH BESI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0209 [PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0210 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0211 [PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0212 [PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0213 [PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0214 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0215 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0216 [PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0217 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0218 [PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0219 [PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0220 [PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0221 PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0222 PENGGALIAN PASIR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0223 [PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0224 PENGGALIAN GIPS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0225 PENGGALIAN TRAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0226 PENGGALIAN BATU APUNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0227 |PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0228 PERTAMBANGAN BELERANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0229 PERTAMBANGAN FOSFAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0230 PERTAMBANGAN NITRAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0231 PERTAMBANGAN YODIUM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0232 [PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0233 [PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0234 [EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0235 EKSTRAKSI GARAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0236 EKSTRAKSI GARAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0237 PERTAMBANGAN BATU MULIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0238 [PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0239 PERTAMBANGAN ASPAL ALAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0240 PENGGALIAN ASBES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0241 [PENGGALIAN KUARSA / PASIR KUARSA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0242 [PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0243 [AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0244 [AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0245 [KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0246 |KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0247 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0248 [INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0249 [INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0250 INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0251 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0252 [INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0253 [INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0254 [INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0255 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0256 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0257 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0258 [INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0259 [INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0260 [INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0261 [INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0262 [INDUSTRI PERAGIAN/FEMENTASI BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0263 [INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0264 [INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0265 [INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0266 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0267 [INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0268 [INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0269 [INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0270 [INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0271 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0272 [INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0273 INDUSTRI TEMPE KEDELAI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0274 INDUSTRI TAHU KEDELAI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0275 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0276 [INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0277 [INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0278 INDUSTRI MARGARINE X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0279 [INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0280 INDUSTRI MINYAK IKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0281 [INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0282 INDUSTRI KOPRA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0283 INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0284 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0285 INDUSTRI PELET KELAPA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0286 [INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0287 [INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0288 [INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0289 [INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0290 [INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0291 [INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0292 [INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0293 [INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0294 [INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0295 [INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0296 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0297 [INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0298 [INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0299 [INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0300 [INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0301 [INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0302 [INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0303 INDUSTRI MAKANAN SEREAL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0304 INDUSTRI TEPUNG TERIGU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0305 INDUSTRI PATI UBI KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0306 [INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0307 [INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0308 [INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0309 [INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0310 [INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0311 [INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0312 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0313 [INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0314 [INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0315 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0316 INDUSTRI GULA PASIR X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0317 INDUSTRI GULA MERAH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0318 INDUSTRI SIROP X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0319 [INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0320 INDUSTRI KAKAO X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0321 [INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0322 [INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0323 INDUSTRI KEMBANG GULA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0324 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0325 [INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0326 [INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0327 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0328 [INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0329 INDUSTRI PENGOLAHAN TEH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0330 INDUSTRI KECAP X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0331 [INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0332 [INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0333 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0334 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0335 INDUSTRI MAKANAN BAYI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0336 INDUSTRI KUE BASAH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0337 [INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0338 [INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0339 INDUSTRI KRIMER NABATI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0340 INDUSTRI DODOL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
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0341 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0342 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0343 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0344 |INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0345 |INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0346 |INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0347 INDUSTRI MALT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0348 INDUSTRI MINUMAN RINGAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0349 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0350 INDUSTRI AIR KEMASAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0351 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0352 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0353 INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0354 INDUSTRI ROKOK PUTIH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0355 INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0356 INDUSTRI ROKOK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0357 |INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0358 |INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0359 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0360 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0361 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0362 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0363 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0364 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0365 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0366 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0367 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0368 INDUSTRI BATIK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0369 INDUSTRI KAIN RAJUTAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0370 INDUSTRI KAIN SULAMAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0371 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0372 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0373 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0374 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0375 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0376 INDUSTRI KARUNG GONI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0377 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0378 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0379 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0380 INDUSTRI TALI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0381 INDUSTRI BARANG DARI TALI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0382 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0383 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0384 INDUSTRI NON- WOVEN (BUKAN TENUNAN) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0385 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0386 INDUSTRI KAIN BAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0387 INDUSTRI KAPUK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0388 INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0389 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0390 |INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0391 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0392 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0393 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0394 |INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0395 |INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0396 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0397 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0398 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0399 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0400 INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0401 INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0402 INDUSTRI KULIT KOMPOSISI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0403 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0404 |INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0405 |INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0406 |[INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0407 |INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0408 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0409 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0410 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0411 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0412 INDUSTRI PENGAWETAN KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0413 INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0414 INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0415 |INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0416 INDUSTRI KAYU LAPIS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0417 |INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0418 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0419 INDUSTRI VENEER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0420 INDUSTRI KAYU LAMINASI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0421 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0422 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0423 INDUSTRI WADAH DARI KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0424 |INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0425 |INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0426 |INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0427 |INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0428 INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0429 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0430 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0431 INDUSTRI KERTAS BUDAYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0432 INDUSTRI KERTAS BERHARGA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0433 INDUSTRI KERTAS KHUSUS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0434 INDUSTRI KERTAS LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0435 |INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0436 |INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0437 INDUSTRI KERTAS TISSUE X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0438 |INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0439 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0440 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0441 INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0442 KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0443 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0444 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0445 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0446 |INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0447 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0448 |INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0449 INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0450 |INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0451 INDUSTRI BRIKET BATU BARA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0452 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0453 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0454 |INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0455 |INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0456 |INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0457 |INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0458 |INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0459 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0460 |INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0461 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0462 INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0463 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0464 |INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0465 INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0466 INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0467 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0468 INDUSTRI MEDIA TANAM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0469 INDUSTRI PUPUK LAINNYA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0470 |INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0471 INDUSTRI KARET BUATAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0472 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0473 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0474 INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0475 |INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0476 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0477 INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0478 INDUSTRI LAK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0479 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0480 |INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0481 INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0482 INDUSTRI PEREKAT GIGI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0483 INDUSTRI PEREKAT/LEM X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0484 INDUSTRI BAHAN PELEDAK X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0485 INDUSTRI TINTA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0486 INDUSTRI MINYAK ATSIRI X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0487 INDUSTRI KOREK API X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0488 INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0489 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0490 |INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0491 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0492 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0493 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0494 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0495 |INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101 X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0496 |INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
0497 |INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA X X X X X X X B T,B T,B T,B X X X X X X X X X X X X X X X X X
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